SALINAN -

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
'PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 22 TAHUN 2021 :

TENTANG

' PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 99
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
' KEGIATAN/PEKERJAAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
- PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DI
© LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

~ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG'MAHA ESA
i L A BUPATI KARANGANYAR,
- Menimbéng oA bahwa dengan d1tetapkannya Peraturan Presiden
‘ R Nomor 12 Tahun 2021 tentang  Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun '2’018 tentang
Pengadaan‘ Bararig/Jasa Pcmcrintah serta Peraturan
Mehteriv Dalam. Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis ’Pengelovlaan' Keuangan, maka
Pera’ﬁuran Bupati Karanganyér Norﬁor 99 Tahun 2020
tentang Pedoman ‘Peylaks‘an‘aan' Kegiatan/ Pekerjaan
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 di L1r1gkungan
Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu diubah;
b, bz‘ih‘wa" berdasarkan pertimbangan sebagaimana
ter"se’but huruf a, maka perlu.’merietapkan Peraturan
Bupati' tentang' Perubahan atas Peraturan 'Bupati
Kérangan‘yar Nomor 99 Tahun 2020 tentan‘g Pcddman
Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan ~Yang 'Bcrsurhber
: Dari’ Anggaran Pendapatan dan Belkanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 di ngkungan Pernermtah

Kabupaten Karanganyar



‘Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; v
Undang-Undang Nomor 23 Tahu_n 2014 tentang
Pemei‘intahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Té.hun‘ 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Né.gara Republil_{ Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir -

: dc_:ngan : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun . 2020 Nomor 245, Tambahan -

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 2 ‘.'I;ahun 2017 tentang Jasa

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Ind_oriesia

Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

" Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan - Barang ~ Milik Negara/Daerah

sebégaimana diubah dengan Pefa’_curan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perub'ahan" atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 -

Tahun 2014 .tentang Pengelolaaﬁ Barang Milik

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
' Tahun 2020 Nomor 142,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6523); R

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Pératuran Pelaksanaan Und_ang-Undang Nomor 2
Tahun 2017 tentang Jasa Kdnétmksi (Lembaran
Negara Républik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107,
Tambahan . Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6494]" sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomgr 14 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22



- Tahun 2020 tentang Peraturan  Pelaksanaan

Undang—Undang Nomor 2 Tahun 2017 ‘Tentang Jasa

KonstrukS1 (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 6626) ‘

Peraturan Pres1den ‘Nomor 16 Tahun 2018 tentang ‘

Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah (Lembaran L

 Negara Repubhk Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
: sebaga1mana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2021. tentang Perubahan atas
Peraturan Presuden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah (Lembaran

_ Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

. ;Peraturan Pre31den Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regmnal (Lembaran Negara
; Repubhk Indones1a Tahun 2020 Nomor 57);

. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang M1hk-
“Daerah ‘

. Peraturan Menten Dalam Negen Repubhk Indones1ak

- Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,

Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan

: Keuangan Daerah

10
'Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekms‘

11.

Peraturan Menten Dalam Negeri Republik Indonesia

Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10

,tahun 2018 tentang Hibah dan Bantuan ‘Sosial j

”(Lembaran - Daerah Kabupaten : Karanganyar :

Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah'

: Kabupaten Karanganyar Nomor 88);

12

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1

- Tahun 2019 tentang PPngelolaan Barang Milik Daerah

o (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah .

Kabupaten Karanganyar Nomor 95 ), o



Menetapkan I

13 Peraturan Bupat1 Karanganyar Nomor 99 Tahun 2020

: tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan / Pekerjaan
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
" Belanja Daerah Tahun 2021 di Lingkungan
'Pemerintah Kabupaten KaranganYair (Berita Daerah
| Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 99 TAHUN
2020 TENTANG - PEDOMAN PELAKSANAAN :
KEGIATAN / PEKERJAAN YANG BERSUMBER DARI

 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

o ﬁKABUPATEN KARANGANYAR

PaSalI -

Beberapa  ketentuan dalam "P.eratufan ' Btipati B
Karanganyar Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pedoman _
‘.,P'elaksa‘n‘aan' Kegiatan/Pekerjaan yang Bersumb‘ér‘ dari -
: Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah  Tahun

Anggaran 2021 di ngkungan Pemerintah Kabupaten

f Karanganyar (Benta Daerah Kabupaten Karanganyar
' Tahun 2020 Nomor 99) dmbah sebaga1 benkut

1 Ketentuan Pasal 1 d1ubah sehmgga berbuny1 sebagau :
‘ benkut : '
, Pasal 1 L
Dalam Peraturan Bupati 1n1, yang d1maksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar -

2. ,Pemermtah Daerah adalah Bupa’u sebaga1 unsur

: penyelenggara ; Pemermtahan Daerah  yang
memlmpm pelaksanaan Urusan Pemenntahan
- yang men3ad1 kewenangan Daerah otonom

3. Bupat1 a.dalah Bupan Karanganyar



Anggaran' Pendapatari ‘dan BelanJa Negara
selan_]utnya disingkat - APBN adalah rencana

keuangan tahunan pemenntahan negara yang

: dlSCtuJul oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggaran ‘ Pendapatan dan ‘Belanja Daerah

: selanjutnya disingkat APBD  adalah rencana

'keuangan tahunan Pemenntahan Daerah yang

 dibahas dan disetujui bersama oleh Pemenntah

“Daerah dan DPRD dan dltetapkan dengan

Peraturan Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupat1 ,

dan . DPRD " dalam penyelenggaraan Urusan

Pemeriri_tahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah
yang melaksanakan satu atau beberapa program.
Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih keglatan dengan menggunakan sumber daya

_yang dlsedlakan untuk mencapa1 hasil yang_

terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.

Kegiatan adalah bagian' ‘dari  program yan'g’ el

d11aksanakan oleh satu atau lebih unit kerJa pada
Perangkat Daerah sebagm baglan dari pencapman,

| sasaran terukur pada suatu program dan terdm

dari sekumpulan tlndakan pengerahan sumber

 daya ba1k yang berupa persoml (sumber daya‘

‘manusua), barang modal termasuk peralatan dan

teknolog1, dana atau kombinasi dari beberapa atau

ke semua Jems sumber daya tersebut sebagai

‘masukan (mput) untuk menghasilkan keluaran

o (output) dalam bentuk barang/ jasa.

10.
" Daerah yang selanJutnya d1sebut DPA-Perangkat

Dokumen Pelaksanaan Anggaran' Perangkat“

Daerah adalah dokumen yang memuat

pendapatan beianja dan pemb1ayaan yang

. d1gunakan 'sebagai dasar pelaksanaan anggaran

~ oleh pcngguna anggaran. .



1L

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan o

o keglatan yang mehpua perencanaan, pelaksanaan,

| penatausahaan pelaporan, pertanggun'awaban

12.

dan pengawasan keuangan daerah.

Pe_]abat Pengelola Keuangan Daerah selanJutnya

' ~’d1s1ngkat PPKD adalah  Kepala Satuan Kerja

13.

Pengelola Keuangan Daerah yang selan_]utnya, :
'd1sebut dengan Kepala SKPKD yang mempunya1 ,
‘tugas: melaksanakan pengelolaan APBD dan

bertmdak sebaga1 Bendahara Umum Daerah

‘Pengguna Anggaran yang selanjutnya dlsmgkat PA ‘

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

anggaran Kementenan Negara/ Lembaga/ Perangkat ‘

- Daerah

14, Kuasa Pengguna Anggaran' yang ‘selanjutnya/f

disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa

.~ untuk " melaksanakan sebagian  kewenangan

pengguna anggaran dalam mclak'sanakansebagian

15.

tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
Pengguna Barang/Jasa ‘adalah pejabat pemegang

kéwenangan penggunaan barang/ jaSa milik daerah

S di masmg—masmg Perangkat Daerah
- 16.

Pe_]abat Pembuat Komltmen yang selanJutnya : |
disingkat PPK adalah p¢Jabat yang diberi -

kewevnangan‘ oleh PA/KPA »unt‘uk mengambil

keputusan dan/atau mélakukan tindakan yang

' dapat mengak1batkan pengeluaran BelanJa Negara/

; Anggaran Belanja Daerah.

. 17. Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan yang selanjutnya -

disingkat PPTK adalah ' pejabat pada Perangkat

-Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa

: kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang i

18,

tugasnya.

PeJabat Penatausahaan Keuangan Satuan Ker;]a‘

.\Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
‘ PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan

fungs1 tata usaha kcuangan pada SKPD.



19.

- 20.

21.

22

23.

24,

25.

‘Pengadaa'n Barang/Jasa  Pemerintah - yang

selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa

‘adalah keg1atan Pengadaan Barang/Jasa oleh

Kementerlan/ Lembaga/Perangkat - Daerah yang
d1b1aya1 oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak
identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah
terima hasil pekerjaan. '

Pejabat Péngadaan:  adalah pejabat
administrasi/pejabat fungsional/personil yang
bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung,
Penunjukan Lahgsung, dan/ ataqu-purchasing.'
Unit Kexja Pengadaan Barang/Jasa yang
selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja
Pemerintahan. Daerah yang menjadi pusat

keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya
~disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya

manusia yang ditetapkan oleh pimpinan _UKPBJ
untuk mengelola pemilihan Penyedia. |

Aparat 'Pengawaé‘ Intern  Pemerintah | yang
sélanjutnya disingkat APIP ‘adalah aparat yang
melakukan ‘pengawasan me1a1u1 audit, reviu,
pemantauan, evaluas1, dan kegxatan pengawasan
lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi

Pemermtah
Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha

'yang melaksanakan sebagian atau seluruh

pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi |
kepercayaan o .  oleh
Kementerlan/ Lembaga/ Perangkat Daerah sebaga1'
pihak pemberi pekerjaan. -

'Penyedi'a B Bafang [Jasa Pefnerintah yang

selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha
yang menyediakan barang/jasa berdasarkan

. kontrak.

- 26.

Pakta Integntas adalah surat pernyataan yang
berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan



27

kolusi, i{orupsi dan népOtisme dalam Pengadaan

Barang/Jasa..

. Bafang adalah setiap';berida Abaik berwujud

' maupun tidak berwujud, bPrgerak maupun tidak

28.

- sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan,

29.

bergerak yang dapat dlperdagangkan, d1paka1

‘d1pergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna -

Barang

Pekerjaan Konstruksx adalah keseluruhan atau

pengoperasian, pemehharaan pembongkaran, dan

pembangunan kembali suatu bangunan.

Jasa Konsultansi adalah jasa laya_nan profesional

yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai

- 30.

31.

32.

bidang keilniuan yang mengutamakah adanya olah
pikir (bramware)

Jasa Lainnya adalah Jasa non-konsultans1 atau
Jasa yang membutuhkan. peralatan,- metodologi
khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu
sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia
usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
Sertifikat Keahlian Pengadaan‘ Barang/Jasa adalah
tanda bukti pengakuan ‘dari pemerintah atas
kompeten51 dan kemampuan. profesi dibidang
Pengadaan Barang/Jasa. |

Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana

" pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau

diawasi ‘sendiri oleh Perangkat Daerah .sebagai
penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah

lain, organisasi maSyarakat dan/atau kelompok

~masyarakat.
33.

Dokumen Pemilihan adalah - dokumen yang
ditetapkan ~oleh  Pokja  Pemilihan/Pejabat

Pengadaan/ Agen Pengadaan yang memuat

" informasi dan ketentuan yang harus d1taat1 oleh

- para pihak dalam pemilihan Penyedia.



34.

35,

36.

37.

38.

30.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disebut Kontrak adalah perjaﬁjian tertulis antara
PA/ KPA/ PPK dengan Penyedla Barang/Jasa atau‘ '
pelaksana Swakelola.

Tender adalah  metode pemilihan untuk
mendapatkan ~ Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/ Jasa Lainnya. . ,
Seleksi adalah metode pemilihan untuk
mendapatkén Penyedia Jasa Kdnsultansi. |

Tendér/ Seleksi Internasional adalah  pemilihan

Penyedia Barang/Jasa dengan peserta pemilihan . |

dapat berasal dari pelaku usaha nasmnal dan
pelaku usaha asing. ,
Penunjukan Langsung ‘adalah metode pem111han
untuk mendapatkan Penyed1a Barang/Pekerjaan
Konstruks1/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam .
keadaan tertentu. P ‘

Penigadaan Langsung * Barang/ Pekerjaan
KOnstruksi/ Jasa Laihnya'vf" adalah  metode

. pemilihan untuk mendaf:atkan . Penyedia

40.

41.

42,

‘Bara.ng/Pckerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang |

bernilai paling banyal szoo 000.000,00 (dua‘

‘ratus Juta rupiah).

Pengadaan Langsung Jasa Kons'ulta_nsi‘ adalah- "
metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia
Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

E-reverse Auction adalah metode penawaran harga
secara berulang. '

Usaha Mikro adalah usaha produkt1f milik orang

" perorangan dan/atau badan usaha perorangan

yang memenubhi kriteria Usaha Mikro ‘sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah.



43. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang -
berdiri sendiri dan “dilakukan ~ oleh orang

perseorangan atau badan usaha dan koperasi yang

" bukan merupakan anak perusahaan atau bukan

44,

46

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari usaha mcnehgéh atau usaha besar,
yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang yang mengatur
mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. .

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan
adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh

Bank  Umum/ _quusahaanv ‘Penjaminan/

Perusahaan Asuransi/ lembaga kéuangan khusus

yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan,

penjaminan, dan asuransi untuk mendorong

ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang lembaga
 pembiayaan ekspor Indonesia. |

45. Pekerjaan  Kompleks adalah pekerjaan yang

memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko

tinggi, menggunakan peralatan yang didesain

khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai di atas

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

. Pengadaan Secara Elektronik atau E-Procurement

~ adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan

47.

dengan menggunakan teknologi informasi dan
transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan. |
Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah
layanan pengelolaan teknologi informasi untuk

memfasilitasi . pelaksanaan = = Pengadaan

Barang/Jasa secara elektronik.



48.

E-Tendering adalah tata cara pemilihan penyedia

. Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan

dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa

yang terdaftar pada sistem pengadaan secara.

| elektrbnik dengan cara menyampaikan 1 -(satu) kali

49.

50.

penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

Pembelian secara Elektronik - yang selanjutnya
disebut E-Purchasing adalah tata cara pembelian
barang/jasa melalui sistem Katalog elektronik atau
toko Daring. | |
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang
selénjutnya disingka_t SIRUP adalah aplikasi sistem

informasi rencana umum pengadaan berbasis web

- yang berfuhgsi sebagai sarana atau alat untuk

51,

menguinumkan RUP (Rencana Umum*Pengadaah ).

Rencana Umumv Pengadaan yang selanjutnya

'disingkat RUP adalah kegiatan yang terdiri ‘da'ri

identifikasi kebutuhan barang /jasa yang

- diperlukan, penyusunan dan penetapan rencana

52.
disirigkat SOP adalah dokumen yang berkaitan

penganggaran- sampai dengan penyusunan
Kerangka Acuan Kerja. -

Standar Operésional Prosedur yang sclahjutnya

dengan' prosedur yang dilakukan secara kronologis f

"~ untuk menyelesaikan satu pekerjaan yang

53.

bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang
efektif dengan biaya yang efisien.
Kelompok Masyarakat =~ adalah kelompok

masyarakat y'ang melaksanakan Pengadaan

Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja

54.

dari APBN/APBD. | ’
Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya
disebut Ormas adalah organisasi yang didirikar_x

dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela

" berdasarkan kesamaan aspirasi, kéhendak,

kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan

untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi




tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik

- Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
55.

E-marketplace Pengadaan' Barang/Jasa adalah

- pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi

'56.
| Pemerintah adalah Aparatur Sipil Negara dan Non

57.

kebutuhan barang/jasa pemerintah.

Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Jasa

Aparatur Sipil Negara yang bekerja di bidang
Pengadaan Barang / J asa Pemerintah.

Pejabat  Fungsional  Pengelola =~ Pengadaan
Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola

Pengadaan Barang Jasa adalah Pegawai Negeri

~ Sipil yang diberi tugas, tanggu‘ng jawab, wewenang,

58,

- Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut .

: 59,

dan hak secara penuh oleh Pejabat yang
berwenang  untuk melakéanakan} kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa. '

Personel selain Pejabat Fimgsional Pengelola

Personel lainnya adalah Aparatur Sipil Negara, .
prajurit Tentara Nasidnal Iﬁdonesia, dan anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesié yang diberi
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara -
penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan kegiatan Pengadaan Bafang/ Jasa.

Pelaku Usaha adalah badan = usaha atau-

perseorangan yang melakukan usaha dan / atau

- kegiatan pada bidang tertentu.

60.

Konsolidasi ) Pengé.daan Barang/Jasa adalah

strategi Pengadaan  ‘Barang/Jasa yang

| menggabungkan beberapa . paket 'Pengadaan'

61.

Barang/Jasa sejenis. ‘
Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang fefjadi
di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan
tidal;:' ‘dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga
kewajiban yang ditentukan dalam kontrak nienjadi ‘

tidak dapat dipenuhi.




62.

63.

- 64,

65.

Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat
Pemerintah BLU adalah Badan Layanan Umum di
Lingkungan Pemerintah  Pusat atau Badan |
Layanan Umum dilingkungan Pemerintah Daerah.
Pengadaan Barang/Jasa pada BLU adalah kegiatan
pengadaan barang/jasa oleh BLU dengan sumber
dana pendapatan BLU, | |

Harga Perkiraan Sendiri yang selanju'gnya disihgkat‘
HPS adalah perkiraan harga barang / jasa yang
ditetapkan oleh PPK yang telah 'memperhitungkan :
biaya tidak langsung (overhead cost), keuntungan
dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Toko Dalam Jaringan yang _selanjutnya disébut

toko Daring adalah  sistem informasi yang

‘memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa . melalui

‘Penyelenggara Perdagangan = Melalui ~ Sistem

- Elektronik (PPMSE) dan Ritel Daring.

. Ketentuan pada Lampiran BAB IV, BAB-V, BAB VI dan
BAB VIII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana

tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
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: LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR - TAHUN
‘TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KARANGANYAR NOMOR 99 TAHUN
2020 TENTANG PEDOMAN
"PELAKSANAAN - KEGIATAN/
PEKERJAAN YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN = PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH |
KABUPATEN KARANGANYAR |

BAB v

PEDOMAN DALAM PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

A Umum |

1 Per_]alanan dmas dllaksanakan dengan pnn81p

L
2.

a.‘

selektif, yaltu hanya untuk kepentlngan yang sangat tinggi dan

- prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemenntahan,

ketersedlaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapa1an

kinerja;

efisiensi penggunaan anggaran; dan

akuntabilitas pemberian penntah pelaksanaan perjalanan dmas

" dan pembebanan biaya perjalanan dinas.
. PerJalanan Dinas dilaksanakan oleh Pegawai (PNS/ CPNS, Pegawai

Non PNS) dan masyarakat sesuai kebutuhan dan dalam penugasan
_ oleh Daerah. B
e B Dukungan Administrasi

Pexjalanan dinas d11aksanakan sesuai dengan Surat Tugas.
Surat 'I‘ugas diterbitkan oleh: ‘

a,o
. f dllaksanakan oleh Sekretaris Daerah,;
. Sekretans Daerah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan

Sekretarls Daerah atas nama Bupati untuk perjalanan dinas yang

oleh Kepala Perangkat Daerah atau oleh rombongan antar

- Perangkat Daerah;




c. Asisten Sekretaris Daerah untuk Péjabét dan staf di lingkungan
- Sekretariat Daerah; . o |
~d. Kepala Perangkat Daerah untuk PeJabat dan staf di lingkungan
Perangkat Daerah bersangkutan, dan v :
e.- Kepala Perangkat Daerah untuk Pegawai Non PNS atau peserta
" non PNS lamnya
3. Dalam menerbitkan Surat Tugas, Pejabat sebagaimana dimaksud
pada angka 2 berwenang untuk ménetapkan tingkét biaYa
perjalanan dinas dan alat transportasi yang diguhakan “dengan’ .
mémperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebuf. -
C. Blaya Perjalanan Dinas '
1. Pengelompokan Blaya , A v
* Pemberian biaya perjalanan dlnas didasarkan pada tingkat
pelaksana pel'_]alanan dinas, yakni: . .
Tingkat A : Bupati, Wakil bupati dan Ketua DPRD
Tingkat B : = Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah; .
- Tingkat C : Anggota DPRD dan JPT selain Sekretaris Daeféh;
; Tingkat D : Administrator, JFT Utama, Direktur BLUD ‘
‘Tingkat E : Pengawas dan JFT Madya;
Tingkat F : PNS Golongan IV Non struktural dan JFT muda,
Tingkat G : PNS Golongan IlI, JFT Pratama dan JFT Penyelia;
Tingkat H :  PNS Golongan Il dan L. | |
Untuk Uang Harian perjglé.nan dinas bagi Pegawai ‘Non atau -
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diberikan 80 %
(delapan puluh pe'rsen)} dari. uang harian terendah pada
~ masing-masing kelompok Perjalanan Dinas. L
2. Jenis-jenis biaya: » | »
Jenis biaya dalam perjalanan dinas terdiri dari:
a. uang Harian, ditetapkahv ‘sesuai standar biaya berdasarkan
tingkat perjalanan dinas; - | '
- b. biaya transportasi, merupakan blaya dari kedudukan ke lokasi -
H sampai dengan kembali ke ‘tempat kedudukan, termasuk '
didalémnya BBM (jika menggunakan kendaraia_n pribadi/dinas),
pai'kizj, retribusi, tol,7pclab‘>uha'n, struk bcmbayaran kendaraan
daring, asuransi dan biaya lain termasuk biaya pemilihan kursi;

biaya makah minum dan . biaya bagasi atau jika terdapat'

 penundaan atau biaya perubahan tiket yang dikarenakan

e S ottt e i 2,




perubahan ' jadw_al serta biaya test ‘swab antigén)PCR/ dan
1 seJen1snya, _
c. biaya pengtnapan merupakan blaya penginapan ml sesueu bukti
. pembayaran yang sah dari hotel / tempat penginapan / situs /.
aplikasi penyedia jasa, namun apabila tidak menggunakan
' fasilitas hotel / penginapan maka diberikan 30 % (tiga puluh
persen) dari alokasi biaya hotel di wilayah yang bersangkutan
sebagaimana diatur batasannya dalam ketentuan peraturan.
perundang-undangan, L ‘
d.. blaya representas1, diberikan kepada Bupat1 Wakll bupati,
anggota DPRD dan Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
selama melaksanakan perJalanan dinas;
e. sewa kendaraan, sesuai ‘biaya sewa yang ditagihkan termasuk
sop1r ‘parkir, BBM, tol, pajak dan lain sebagalnya, dan
f. blaya mengantar dan menjemput jenazah sesuai biaya riil. -
3. Pemberian biaya perjalanan dinas : | | o
a. biaya Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti pelatihan,
bimbihgan teknis, workshop, sosialisasi, seminar, rakor, dan .
kegiatan - sejenis yang biaya  akomodasi ditanggung pihak
- penyelenggara atau melalui setorari pembayaran keikutsertaan
sebagai peserta maka: . B | '
1) untuk kegiatan yang dilakukan sehari penuh dengan
'~ menginap ( fullboard ) diberikan sebesar 50% ( lima puluh |
persen ) dari uang hanan Pexjalanan Dinas selama mengikuti
kegiatan;- '
2) untuk kegiatan yang dllakukan lebih dari 1 (satu ) hanr'
| dikecualikan pada hari pertama (keberangkatan) dan hari
terakhir (kepulangan) diberikan uang harian Perjalanan
_ Dinas sebesar 50% ( 11ma puluh persen ); _ v
3) untuk keg1atan yang dilakukan di luar kantor palmg s1ngkat
8 (delapan) jam tanpa menginap ( fullday ) d1ber1kan sebesar
'60% (enam puluh persen ) dari rincian uang harian
‘ Perjalanan Dinas selama mengikuti kegiatan;
4) untuk kegiatan yang dilakukan diluar kantor minimal 5
~ (lima) jam tanpa menginap (halfday) diberikan sebesar 75%

(tujuh puluh lima persen) dari i-incian uang - harian

_ Perjalanan Dinas sclama mengikuti kegiatan; dan




~ 5) untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang a
diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam
dan tanpa menginap (residence) diberikan sebesar 60%
(enam puluh persen) dari uang harian Perjalanan Dihas
selama meng1kut1 keglatan -

b. biaya Perjalanan Dinas yang blaya akomodasmya tidak
ditanggung pihak penyelenggara atau tidak melalui setoran
pembayaran kéikutsertaan sebagai peserta, maka selama
mengikuti kegiatan tersebut, diberikan uang harian Perjalanan
Dinas secara penuh; dan |

c. dengan-pertimbahgé.n ketepatan waktu kehadiran berdasarkan

o undangan merigikuti kegiatan dan kesulitan penjadwalan
kepulangan setelah mengikuti kegiatan, maka jumlah hari
Perjalanan Dinas dapat ditambahkan 1 (satu) hari sebelum

pelaksanaan kegiatan (H-1) dan/atau 1 (satu) hari sesudah
pelaksanaan kegiatan (H+1). |

-D. Pelaporan . _
Pejabat/Pegawai penerima Surat Tugas wajib meh&usun Laporan Hasil
Perjalanan Dinas dan disertakan dalam pertanggungjawaban kegiatan.




|  BAB v i
PEDOMAN DALAM PENGADAAN BARANG /JASA

A PERSIAPAN B
' 1 Pembentukan Organlsa31 Keglatan
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5o m o e T
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vPenanggung Jawab Program

Wak11 Penanggung jawab Program

Tim Pembma Pengendah dan Koord1nas1 Keg1atan APBD
| 'PeJabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran |
Pengguna Barang/Jasa dan Kuasa Pengguna Barang/Jasa.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom). ‘ ‘

, PeJabat Pengelola Tekms Kegratan (PF’I‘K)
- Tim Pelaksana Pengendahan dan Koord1na31 Kegiatan APBD ,
- Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) / Pejabat Pengadaan

Pengawas Lapangan Bldang Konstruksx

: Trm Pelaksana Keglatan (apablla dlbutuhkan), dapat terdiri dan
‘ 1); Pengarah ' o

2 Penasehat
3')5 Wak11 Penasehat
o ‘4‘) Ketua, ‘
: : 5) - Wak11 ketua, ‘
" 6) Sekretaris;

7). Anggota;

'8)‘ ‘Staf adm1n1stras1, :
. 9) Stafahli;

10) Staf teknis; dan
5 11) Staf 1a1nnya

2 Keanggotan dan Tugas Orgamsam Pengelolaan APBD

. a Penanggung Jawab Program

: 1) Penanggung Jawab Program d1Jabat oleh Bupatl, dengan

_ keputusannya menetapkan

e - a) Wak11 Penanggung jawab Program

b) T1m Pembma Pengendah dan Koordlnam Kegiatan
 APBD; : ' '

‘ c) g Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
'd) Pengguna Barang/Jasa, | :



: e)"
f) Tim Pelaksana kegiatan yang anggotanya mehbatkan

9)

Umt KerJa Pengadaan Barang/ J asa(UKPBJ), dan

unsur di luar Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Penanggung jawab Program mempunyeu tugas membenkan
arahan dan pembinaan pelaksanaan program.

b. Wakil Penanggung jawab Program |

1) Wakil Penanggung jawab Program di jabat oleh Wakil Bupat1
| dan bertugas membantu Penanggung jawab Program dalam
”rhembérikan arahan dan pembinaan pelaksanaan program.

2) Wakil Pénaﬁgglang jawab Program dalam menjalankan tugas

bertanggung _]awab kepada Bupati selaku Penanggung jawab

Program | |
c. Tim Pembina Pengendali dan Koordinasi Kegiatan APBD

1) Tim Pembina, Pehgendali dan Koordinasi Kegiatan APBD

2)

d1angkat dan d1tetapkan oleh Bupat1, beranggotakan

a)
b)

)

d)

e).

1)
g)

h)

i)
j)

Bupati;

vWakﬂ Bupati;
Sekretaris Daerah;
Para Siaf Ahli Bupati;

Para Asisten Sekdé.,

: Kepala Badan Perencanaan dan Litbang;

Inspektur Daerah;
| Kepala Badan Keuangan Daerah;
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda, dan

Kepala Bagian Hukum Setda.

Tugas Tim Pembma, Pengendali dan Koordinasi Kegiatan
APBD, antara lain P

a)

b)

‘melaksanakan koordinasi pémbinaan penatausahaan/
pengelolaan aspek perencanaan, aspek administrasi,
aspek keuangan dan aspek teknis;

menganalisa terhadap proses dan permasalahan
’pelaksanaan kegiatan; | '

‘mengadakan momtonng, pengendahan, evaluas1 dan

‘ tinjatian lapangan untuk mehhat secara dekat tentang |

pelaksanaan kegiatan;



d) menyelenggarakan Rapat ' Koordinasi Pengendalian
Operas1onal Keg1atan (Rakor POK) paling sedikit 3 (tiga)
bulan sekah '

e) memberi  arahan/petunjuk  untuk kelancaran
- pelaksanaan kegiatan; ,

f)  melaporkan hasil pembinaan }kepada Penanggung jawab
Program; dan T |

g) dalam melaksanakan tugasnya dlbantu oleh Tim
Pelaksana Pengendali dan Koordinasi Keglatan APBD.

d Tim Pelaksana Pengendahan dan Koord1nas1 Keg1atan APBD

1)

Tim Pelaksana Pengendali dan Koordma31 Kegiatan APBD

‘adalah sebagai Pembantu Tim Pembina, Pengendali dan

* Koordinasi Kegiatan APBD.

9

3)

4

Tim Pelaksana Pengendah dan Koordinasi Keg1atan APBD

’ terdm dari unsur : ‘
| a) Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan;
'b) Inspektorat Daerah;. |

c) Badan Keuangan Daerah; dan

d) Bagian Administrasi Pembangunah;

Sekretariat - Tim - Pelaksana Pengendali dan Koordinasi

Kegiatan APBD berada d1 Bagian Adm1n1stra31 Pembangunan

- Sekretariat Daerah.

Tim Pelaksana Pengendallan dan Koordinasi Keglatan APBD

bertugas : '

'a)4 meinbantu mengendalikan pelaksanaan 'kégiatan Tahun
Anggaran berjalan, ' ' | -

b) menelaah laporan yang dlsampmkan oleh Pengguna
Anggaran sebagai bahan untuk pembuatan laporan |
kepada Bupati; B o

c) mengadakan tinjauan lokasi/ lapangan;

d) menyelenggarakan dan menyiapkan Rapat Koord1nas1.
Pengendahan Operasmnal Kegiatan ,(Rakor POK) paling

| sedikit 3 (tiga) bulan sekali; | |

é), membenkan masukan kepada Tim Pembma Pengendah '
:dan Koordinasi kegiatan - APBD untuk kelancaraan

pelaksanaan kegiatan; dan .



' f) menyiapkan bahan laporan hasil pengendalian evaluasi

pelaksanaan kegiatan APBD kepada Bupatl.

e. ~ Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

1) PA.

2) KPA.

‘3) PPKom,

~ 4) Pejabat ,-Pengadaan'.

f.

. 5) Pokja Pemilihan UKPBJ.

6) Agen Pengadaan.

7) Penyelenggara Swakeiola.

8) Penyedia barang/jasa.

-Pengguna Anggaran (PA)
1) Kepala Perangkat Daerah bertindak selaku PA yang dlangkat

dan ditetapkan oleh Bupati.

| 2) PA mempunyai tugas, kewenangan dan bértanggung jawab

sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan dan f)enatausahaah

anggaran/kegiatan pada Perangkat Daerah yang d1p1mp1nnya |

antara lain:
a) menetapkan perencanaan pengadaan, _
b) menetapkan dan mengumumkan secara luas RUP pada.
. papan péngufnuman resmi untuk masyarakat, website
Pemerintah Daerah (www. lgse;kargnganyarkab.go.ig), .
dan portal pengadéan nasional‘melalui LPSE;
c) menetapkan PPKom; v v
d) menetapkan PenunJukan Langsung untuk tender/seleksi
- ulang gagal; ‘
e) menetapkan Pejabat Pengadaan;
f) menetapkan Penyelenggara Swakelola;
g) " melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
h)

menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk’

metode pemilihan:

(1) Tender/ Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk

- paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di
atas Rp100. 000.000.000, 00 (seratus miliar rupiah);

atau



j)

k)

])

p)

- q)

s)

(2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk  paket
Pengadaan Jasa Konsﬁltansi dengan nilai Pagu -
Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00

| _ (sepuluh miliar rupiah). '

: menyatakan Tender gagal /Seleksi gagal;

‘rnenyampalkan : laporan keuangan - sesuai dcngan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyelesaikan perse11s1han antara PPKom dengan’

UKPBJ/ chabat Pengadaan, dalam hal texjad1 perbedaan

pendapat;

mengawasi penyimpaﬁan dan pemeliharaan seluruh

Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada

Bupati melah.u Sekretaris Daerah;

melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan B

keg1atan kepada Bupati setiap 3 (t1ga) bulan sekali; |

menylapkan dokumen . penyerahan kegiatan/ peker]aan

kepada Bupati;

Dalam hal diperlukan, Pengguna Anggaran dapat:

(1) menetapkan tim teknis; dan/atau

(2) menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan
Pengadaan melalui Sayembara/Kontes;

T1m Teknis sebagaimana dimaksud huruf q angka (1),

bertugas membenkan pertlmbangan teknis kepada PA

berupa nasihat, pendapat -dan pertimbangan dalam

pelaksanaan kegiatan;

dalam hal pekerjaan yang direncanakan mehggﬁnakan
jasa’manajcmen ‘konstruksi, maka Pengguna Anggaran
masih dapat membentuk tim teknis sepanjang belum
dilaksanakan penandatanganan kontrak; dan

menetapkan pengenaan Sanksi Daftar H1tam

g -Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

1) PA dalam melaksanakan tugas- tugasnya dapat mehmpahkan

 sebagian kewenangannya kepada 1 (satu) atau beberapa orang

KPA yang merupakan Kepala Unit Kerja pada Perangkat

Daerahnya.




)

. 3)

5

- Pekerjaan Konstruksi.

8
9

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud

pada angka 1) b:rdasarkan pertimbangan besaran Perangkat
Daerah, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, -

| lokas1, kompetenS1, rentang kendali, dan/ atau pertimbangan
f Ob_]ektlf 1a1nnya

Pelimpahan sebaglan kewenangan sebagaumana tersebut pada

angka 1) ditetapkan oleh Bupati atas usul PA, ,
KPA sebagaimana dimaksud pada angka 1) bertanggung Jawab'
atas pelaksanaan tugasnya kepada PA.

Melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan

‘kegiatan yahg menjadi kewenangannya kepada Bupati setiap 3

(tiga) bulan sekali melalui PA. - |
KPA dapat menugaskan PPKom untuk melaksanakan -
kewenangan yang terkait dengan C

'a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran |

anggaran belanja dan /atau

b) mengadakan perjanjian dengan plhak lain dalam batas

. anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender

KPA dapat dibantu oleh pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai
PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPKom.

h Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)

R

Pejabat Pembuat Komitmen yang selan_]utnya disingkat PPKom 1
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA, meliputi
-a) melakukan tindakan yang r'nengakibatkari pengeluaran
anggaran belanja; dan ‘ |
‘b) mengadakan dan' menetapkan perjanjian dengan pihak
lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

2) Persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPKom dalam

pengadaan barang/jasa yaitu :
a) memiliki integritas dan disiplin;
b) memiliki sertifikat keahlian tmgkat dasar di b1dang

' Pengadaan Barang/Jasa; dan




X

c) berpehdidikan paling rendah Sarjaria Strata Satu (S1) atau

setara dan apabila tidak terpenuhi dapat diganti‘dengan.

_memiliki golongan ruang paling rendah III/a.

: 3) Dalam hal tidak terdapat pegawai yang memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada angka 2),. PA/ KPA dapat

merangkap sebagai FPKom.

PPKom dalam Pengadaan Barang/Jasa mem111k1 tugas :

a)

b

c)

4
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h)

j)

5)

menyusun perencanaan pengadaan;

melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa;

"menetap_kan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja

(KAK);
menetapkan rancangan kontrak;

menetapkan HPS;

menetapkan besaran uang muka yang akan d1bayarkan _

kepada Penyedia; -

mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di
atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
mengendalikan Kontrak; ' |

melaporkan pélaicsan'aan dan penyelesaian kegiatan
kepada PA/KPA;

menyerahkan hasil 'pekex‘jaan ‘p'élaksanaan kégiatan

~ kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

)

p)

menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pqlaksanaan kegia'&an; .

menilai kinerja Penyedia.

menetapkan tim pendukung; ‘

menefapkan tim atau fenaga ahli; dan

menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/J asa.

Dalam hal tldak ada penetapan PPKom, PA/KPA menugaskan
PPTK yang memenuhi persyaratan kompetensi PPKom untuk
melaksanakan tugas PPKom tersebut pada angka 4) huruf a)

sampai dengan huruf m), sedangkan huruf n) sampa.l dengan

huruf p) dilaksanakan oleh PA/KPA.

[P SO U,




_?menandatangam Kontrak dengan Penyedla Barang/Jasa -

PPKom dllarang mengadakan 1katan perjanjian atauv“

: Vapablla belum tersedla anggaran’ atau tidak cukup tersedia

5 .anggaran" yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas

anggaran yang tersed1a untuk keglatan yang d1b1aya1 dari

- APBN/APBD.

' 7) ,Dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan jasa

, ‘konstruk31, penyusunan dokumen. perencanaan pekerjaan,

- ~ jasa konstruks1 dllaksanakan oleh penyedia Jasa perencana

konstruksi satu tahun (n-l) sebelum pelaksanaan kegiatan

| *dengan ketentuan

‘a) Penyedxa jasa perencana konstruks1 dapat berasal dan', :

perseorangan ahli atau badan yang kompeten dan

- memiliki kuahﬁkas1 yang d1persyaratkan,

b)" . Kveluaranr akhir  perencanaan - konstruksi  meliputi

8 |

: - guna kelancaran pelaksanaan pekeljaan, perencanaan dapat‘ o

" dokumen perencanaan berupa Gambar Rencana Teknis,

_ Rencana Kerja dan Sya‘ra‘t‘-syarat"(RKS)r, RAB (Erigineering i

i Estlmate) dan Daftar Volume Pekerjaan (Bill of Quantzty) o

yang d1susun sesua1 ketentuan, dan »

o c') v Penyed1a jasa perencana konstruk81 dalam melaksanakan :

pekeljaannya berkoord1na31 dengan Perangkat Daerah
yang melaksanakan pekerjaan umum. L
apabﬂa ketentuan pada angka 7) belum dllaksanakan, makar

' d1lakukan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan -
‘PekerJaan Umum dengan memperhankan ketersed1aan‘

Vsumber daya manusia yang cukup sehmgga perencanaanf

 dapat selesa1 tepat waktu dan pelaksanaan pekexjaan ma31h‘

9

'»a) kkebutuhan Barang/Jasa t1dak dapat d1tunda mcleb1h17 -

- memungkmkan untuk d1laksanakan

PPKom dapat memutuskan Kontrak secara seplhak apablla

““batas berakhlrnya Kontrak

L “b) : berdasarkan peneht1an PPKom, Penyed1a Barang/Jasa

tidak _akan o mampu g menyelesmkan keseluruhan_
pekerjadn walaupuri diberiké.n; kesempatan sampai

dengan; 50 ‘(lim‘a ‘puluh) hari kalender sejak masa



berakhirnya  pelaksanaan - pekeijaan . imtuk "

" menyelesaikan pekerjaan;

 setelah diberikan kesempatan meriyelesaikan pek‘erjaan,’ |

sampai dengan 50 (hma puluh) hari kalender sejak masa
berakhirnya / pelaksanaan  pekerjaan, Penyedia

; o Barang/Jasa tldak dapat menyelesmkan pekerjaan;
d)

Penyedia Barang/Jasa lala.l/cxdera Jan_u dalam

melaksanakan kewapbannya dan t1dak memperbauk1

) kelala1annya dalam jangka waktu yang telah dltetapkan _
e Penyedla Barang/Jasa terbukt1‘~ melakukan ‘Korupsi, |

Kolusi dan *Nepotisme (KKN), kecurangan, dan/atau

' pema.lsuan dalam proses Pengadaan yang dxputuskan

oleh instansi yang berwenang,

~ pengaduan tentang penylmpangan prosedur, dugaan |

Kolusi, ‘Korups1 dan Nepousme, dan/atau pelanggaran

r'persamgan sehat - dalam p‘claksan‘aanv Pengadaan
 Barang/Jasa d1nyatakan ’bcnar oleh instansi 'ya.ng

berwenang,

pembenan kesempatan kepada Penyed1a Barang/Jasa

'menyelessukan pekerjaan sampm dengan 50 (lima puluh)
_hari kalender sejak masa berakhlrnya pelaksanaan

pekerjaan sebagalmana dimaksud pada huruf b) dan

huruf c), dapat melampau1 Tahun Anggaran

‘dalam hal pembenan kescmpatan kepada Penyedia k

‘Barang/Jasa - melampaui = tahun anggaran, maka

o dilakukan aderidum”kontrak atas sumber pembiayaan

: dan DPA Tahun Anggaran benkutnya atas sisa pekegaan
' Jyang akan dlselesalkan, f :

 ‘ketentuan 1eb1h lanjut mengenai tata cara pemberian

kesempatan untuk menyelesaxkan pekerjaan melampaui

 tahun anggaran, diatur dalam - Peraturan | Bupatx' '

= ;

~tersendiri; 5 . SRE SN
dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena

kesalahan Penyedla Barang/ J asa, maka PPK dapat

(1) mencan'kan Jaminan Pelaksanaan,



k)

) -

' (2) mencairkan jaminan Uang Muka atau meminta
Penyedia Barang/Jasa untuk melunasi Sisa Uang
- Muka; i ' ’ '
(3) meminta Penyedia Barang/Jasa untuk memb‘ayar
» denda keterlambatan; dan
4) memasukkan Penyedia« Barang/Jasa ke dalam
Daftar Hitam. ' '

oleh PPKom karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa
sebagéimana dimaksud pada huruf h), Pokja Pemilihan
'UKPBJ dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada

pemenang cadangan berikutnya pada pakét pekerjaan

yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan
memenuhi syarat; dan _
Dalam hal pemutusan kontrak secara sepihak oleh
PPKom maka prestasi peker_laan d1h1tung dan d1tetapkan
oleh APIP.

10)Bagi Perangkat Daerah yang memiliki beberapa keglatan fisik

konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 .

| (dua ratus juta rupiah), maka dapat dialokasikan satu

kegiatan jasa yang mengakomodasi seluruh/beberapa

" perencanaan konstruksi tersebut.

"1 1)Mutasi jabatén Personil PPKom tidak merubah tugas dan

tanggung jawabnya sampa1 dengan kegiatan pekerjé.an
berakhir.

i. Unit Kerja Pengadaan Béfang/Jasa (UKPBJ)
1) UKPBJ memiliki fungsi : |

a)

b

9

d)

pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik

pembinaan Sumber daya Manusw. dan Kelembagaan

‘Pengadaan Barang dan jasa;

pelaksanaan  pendampingan, konsultasi dan/atau
bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupat1 yang
berkaitan dengan tugas dan fungsmya

dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sep1hak



2

Kepala UKPBJ dan Anggota Kelompok Kérja Pemilihan UKPBJ

dilarang duduk sebagai :

 a) PPKom;

3)

b) Pejabat Penandatangan} Surat: Perintah Membayar

. (PPSPM); | o

;c). Bendahara; dan ‘

d) Aparat Pemeriksa Intern Pemenntah (APIP) terkecuali
, me_n_]adl  Pejabat Pengadaan/anggota UKPBJ untuk
Pengadaan Bareing [/Jasa yang ’dibutuhkan instansinya.

Tugas Kepala UKPBJ mehputl |

a) memimpin dan mcngkoordmasxkan seluruh kegiatan
UKPBJ; '

" b) .menyusun program kerja dan anggaran UKPBJ;

c) mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di
UKPBJ dan melaporkan apabﬂa ada peny1mpangan
_ dan/ atau indikasi penylmpangan, .

d) membuat laporan pertanggunawaban atas pelaksahaan

kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Bupati;r

' 'e) melaksanakan: pengembangan dan pembinaan Sumber

Daya Manusia UKPBJ;
f) Menugaskan/ menempatkan/memmdahkan ; anggota
Kelompok Kerja Pemilihan sesuai dengan beban kerja

masing-masing Kelompok KerJa UKPBJ;

g mengusulkan pemberhentlan anggota Kelompok Kerja

~ Pemilihan yang dltugaskan di UKPBJ kepada Bupati,
apabila terbukti melakukan pelanggaran _' peraturan
- perundang-undangan dan/atau KKN; dan

h) ‘melaksanakan ‘Tender/ Seleksi ulang setelah mendapatkan

"

‘persetujuan PA/KPA. .
Kelompok Kerja Pemilihan UKPBJ adalah kelompok kexja yang

berkedudukan di UKPBJ yang melaksanakan fungsi Pengelola'

Pengadaan Barang / Jasa yang mem111k1 tugas :
a) melaksanakan persiapan - dan  pelaksanaan pemilihan

Penyedia kecuali e-purchasing dan Pengadaan Langsung;




b) menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode
pemilihan: | o
(1) Tender/ Penunjukan Langéung untuk paket Pehgadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan
‘nilai Pagu Anggaran - paling banyak
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
(2) Selekéi/Penunjukan LangSung untuk paket Pengadaan
‘Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
c) menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPKom;
d) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
e) membuat laporan mengenm proses pengadaan kepada _
Kepala UKPBJ;

f) Pokja Pem111han sebagmmana dimaksud angka 4) dapat

dibantu oleh tim atau tenaga ahli;

- g) PokJa Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 5) berjumlah

+

ganjil, minimal beranggotakan 3 (tiga) orang dan bisa

ditambah sesuai dengan komplek51tas pekerjaan

Pejabat Pengadaan

Pejabat Pengadaan dalam pengadaan Barang/jasa memiliki

tugas: -

1)

2)

melaksanakan pers1apan dan pelaksanaan pengadaan
1angsung,

melaksanakan persmpan dan pelaksanaan penunjukan .
lan gsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan

Konstruk31/Jasa Lainnya yang bern11a1 paling banyak Rp

- 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiahy;

3)

4)

melaksanakan persiapan dan pelaksanaan ~penunjukan/
langsimg untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan

melaksanakan E-purchasmg yang bernilai paling banyak

- Rp200.000.000,00 (dua ratus juta ruplah)
k. Agen Pengadaan

1)‘

Agen = pengadaan  dapat melaksanékari pengadaan -

‘Barang/Jasa;




2) ‘\PélakSanaan tugas Agen Péngadaan sebagaimana dimaksud
pada angka (1) mutatls mutand1s dengan tugas pokJa

wi ey pem1hhan dan/ atau PPKom, s

3) Pelaksanaan tugas pokja pem1hhan dan/atau 'PPKom .

S d;lakllkan - sesuai  dengan  ketentuan peraturan

| perundang-undangan-r - L ‘

| 1 'Pe_]abat Pengelola Tekms Keglatan (PP’I‘K) » ,
1) Penetapan PPTK d1dasarkan pertxmbangan kompetenm jabatan,
‘besaran anggaran kegxatan, beban kerja, lokasi, dan atau
- rentang kendali dan pertlmbangan obJektlf lamnya
2) Persyaratan dan tugas PPTK diatur lebih lanjut dalam
| Peraturan Bupat1 yang mengatur tentang Slstem dan Prosedur
| Pengelolaan Keuangan Daerah ; '
m Pengawas Lapangan B1dang Konstruks1 - ‘
| 1) Pengawas Lapangan Bidang Konstruk31 bertugas melakukan "
' pengawasan peker_]aan/keglatan sehan—han di lapangan agar
| peker_]aan dapat berjalan sesuai Rencana, RAB dan Bestek. |
= 2) Pengawasan Tekms dllakukan Oleh : _ |
a. Penyedla Jasa Manajemen Konstruks1 dan
- b. Penyedla J asa Pengawasan Konstruksi
3) Pengawasan Tekms yang dllakukan oleh Penyed1a jasa o
' manaJernen ‘Konstruksi sebagmmana dlmaksud angka 2)

“hurufa dxlakukan pada bangunan gedung dengan kriteria :

- ~ a) Klasifikasi t1dak sederhana dengan ketentuan _]umlah 1anta1_ .

di atas 4 (empat) lantai dan dengan luas bangunan minimal

5000 m? (11ma r1bu meter persegl) untuk pembangunan -

. ‘baru, perluasan dan / atau 7 lax_uutan pembangunan L
bangunan gedung; ' | L PR ,
b) perawatan Bangunan Gedung kecuah rumah dinas untuky ‘
tingkat kerusakan berat dan perawatan terkait kesclamatan .
" bangunan; | |
; c) Bangunan gedung klasifikasi bangunan khusus,
dv)" mehbatkan lebih dari satu penyedia jasa, balk perencanaan

maupun pelaksanaan konstruksi dan ~



4)

: 5)

6)

- ,

‘8)

- 9)

€ pelaksanaanya _lebih dan satu tahun anggaran dengan

menggunakan kontrak tahun jamak.

yang dimaksud bangunan gedung sebagmmana d1maksud' |
‘dalam angka 3) huruf ¢) merupakan :

a. bangunan gedung yang memiliki persyaraté.n khusus, serta

dalam perencanaan dan pelaksanaanya memerlukan
penyelesalan dan teknolog1 khusus

b. bangunan gedung yang mempunyai tihgkat kerahasiaan

tinggi untuk kepentingan nasional;
c. bangunan gedung yahg - penyelenggaraannya dapat
'm‘ernbahayaka'n masyarakat di sclcifafnya; dan
d. bvangunan gédung yang mempuxiyai resiko bahaya tinggi.
Kewenangan Pengawas Lapangan adalah:
a) mengawasi pelaksanaan 'pekerjaan} agégr ‘pelaksan‘a '
pekerjaan mematuhi Renc‘aha,k RAB dan bestek yang
~ ditetapkan; ' l ‘ .
b). memberikan peringatan dan memerintahkan pelaksana
pekerjaan untuk mematuhi rencana, RAB, dan Bestek; dan
C) menghentikan pekerjaan apabila tidak sesué.i dengan
Rencana, RAB dan Bestek yang ditetapkan. |

Penga'was Lapangan berjumlah 1 (satu): orang atau lebih

- disesuaikan dengan volume pekerjaan yang diawasi;

Setiap 1 (satu) minggu sekali Pengawas Lapangan
kegiatan/ pekerjéan ‘harus melaporkah kemajuan ‘ﬁsik
kegiatan/pekerjaan yang diawasinya kepada PPK;

Pengawas Lapangah dilarang bekerja sama dengan penyedia
jasa yang mengarah pada pelanggaran bestek dan RAB
dan/ atau bentuk pelanggaran lainnya yang dilarang sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; |

Pelanggaran terhadap ketentuan angka 5) dikenai sanksi

" sesuai peramran perundang-undangan yang berlaku;

10)Pengawasan Pekerjaan konstruksi dilaksanakan dengan

ketentuan sebagai berikut :
) L1ngkungan Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan
rakyat dapat menggunakan jasa Konsultan Pengawas;

dan .



‘n.

- b)'Perangkat Daerah lain dengan nilai pekerjaan diatas
Rp500.000.000,00 (iima ratus juta rupiah) -juta wajib
menggunakan  jasa  Konsultan  Pengawas dan

] ‘mengalokasikan anggaran sesuai dengan.ketenman yang
berlaku. |

Penyelenggara, swakelola

1) Penyelenggara swakelola terdiri atas Tim Persxapan, Tim

Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas

- 2) Tim Persmpan memiliki tugas menentukan sasaran, rencana

teknis kegiatan dan jadwal pelaksanaan.

3) Tim Péléksana memiliki tugas melaksanakan mencafét,
mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan
pelaksanaan kegiaian dan penyerapan anggaran.

4)' Tim Pengawas memiliki tughs mengavz}asi persiapan dan

- pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

Penyedia

1) Pényedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan

barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
2) Penyedia bertanggung jawab atas: |
a) Pelaksanaan kontrak;
b) Kualitas barang/jasa" ,
c) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume,
= d) Ketepatan waktu penyerahan,dan

‘) Ketepatan tempat penyerahan.

B, RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA
1. ’I‘uJuan Pengadaan

a.

‘Menghasilkan barang/_]asa yang tepat dari setiap uang yang
dibelanjakan, diukur dari aspek kuahtas, jumlah, waktu, b1aya

| lokasi,dan penyediaan, v .
. r.Memngkatkan penggunaan produk dalam negeri. |
.. Meningkatkan peran serta Usaha Kecil dan Koperasi.

. Memngkatkan peran pelaku usaha nasional.

e. Mendukung pelaksanaan pene11t1an dan pemanfaatan

barang/jasa hasil penelitian.
Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif.



‘& Mendorong pemerataan ekonomi.

h. Mendorong pengadaan berkelanjutan

» 2 Kebijakan Pengadaan.

a.
b.

g.
"h.

i

Meningkatkan kuahtas perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa.

‘Melaksanakan Péngadaan Barang/Jasa yang lebih transparan,
| terbuka, dan kompetitif. '

- Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia

Pengadaan Barang/Jasa

Mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa.
Menggunakan teknologi informasi dan tclekomun1kas1, serta
transaksi elektronik.

vMendorong penggunaan barang/Jasa dalam negen dan Standar

Nasional Indonesia (SNI). v
Memberikan kesempatan kepada Usaha Kecil dan Koperasi.
Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif.

Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.,

3. Pr1ns1p Pengadaan

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan pnns1p pr1n31p sebaga1
‘berikut:

a.

d.

Efisien, berarti Pengadaan Bara'ng/Jasa. harus diusahakan

dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk

° mencapai I{ualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan

atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk

mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan

kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta

membenkan manfaat yang sebesar-besarnya,

Transparan, berarti semua ketentuan dan 1nforma31 mengena1

' Pengadaan Barang/Jasa bersifat Jelas dan dapat diketahui

secara luas oleh' Penyedia Barang/Jasa yang berminat ‘serta

.oleh masyarakat pada umumnya;

Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh

semua Penyed1a - Barang/Jasa  yang memenuhi

~ persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan

prosedur Yang jclas;




‘Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan .

melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak m'ungkin’
Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan,

sehmgga dapat diperoleh Barang/J asa yang ditawarkan secara

: kompetxt;f dan tidak ada intervensi yang mengganggu

_ terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang
sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak
niéngarah untuk mcmbéri keuntungan kepadé. pihak tertentu,
dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan

Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan

~ y'ang‘terkait dengan Pengadaan' Barang/Jasa sehihgéa dapat

dipertanggungj awabkan

4 Etlka Pengadaan

_ Para p1hak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaén

Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

a.

“melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jaWab

untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya

tujuan pengadan barang/jass;

. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasman
“informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk
~mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa; |

. tidak saling mempengaruchi baik langsung 'maupun tidak
' langsung yang berakibat pcrsaingan usaha tidak sehat; -

. v’men'erima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang '

,d1tetapkan sesuai ‘dengan kesepakatan tertulis p1hak yang

terka1t

‘menghindari dan  mencegah texj‘adinya pertentangan
‘kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun
~tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat

dalam Pengadaan ~ Barang/Jasa  (conflict of 'interest) o

Pertentangan kepentmgan pihak yang terkait sebagaimana
dimaksud dalam hal:

1) Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu '

‘badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan
Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang

mengikuti Téndcr/ Seleksi yang sama,



2 Kogsultan perencana/pengawas . dalam 'v-Pekerja:an
- Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan
Konstruksi yang direncanakannya / dlawasmya, kecuali
dalam pelaksanaan pengadaan pekcxjaan terintegrasi;
3) Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai
konsultan perencar_la;,‘_ '
4) Pengurus/ maﬂéjer koperasi merangkaja | Sebagai PPKom/
| Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/ Lembaga/
Perangkat Daerah;

-~ 5) ‘PPKom/ Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan baik larigsung
‘maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan
badan usaha Penyedla, dan/ atau |

6) Beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/ Seleksi -

' yang sama, dikendalikan baik langsung maupun t1dak'gv
lanngsung oleh ‘pihak yang sama, dan/atau kepemilikan

- sahamnya lebih dari 50% (1inia puluh persen) dikuasai oleh
pemegang saham yang sama. '

f. menghmdan dan mencegah texjadmya pemborosan- dan

‘kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
g ‘menghindari dan mencegah penyalahgunaan Wewenang dan .
 atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,
gblongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak
langsung merugikan Negara; dan |
‘h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan : ‘
| untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat,
'dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau

~ patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. |
5. PA/KPA wajib menyusun rencana umum pengadaan, baik
| pengadaain melalui ~ Tender/ Seleksi/  Penunjukan
vLangsung/ E—Purchasmg dan diumumkan' secara terbuka kepada
‘masyarakat luas melalui papan pengumuman resmi untuk
:masyarakat ' website Pemerintah ~ Daerah.

(Wmﬂmhmﬁ) dan portal pengadaan nasmnal
melalui UKPBJ (SIRUP)



6. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan dap'at dilakukan setelah
rancangan Peraturan Daerah téntang APBD disetujui bersama oleh
- Pemerintah Daerah dan Dewén Perwakilan Rakyat Daerah.yv
7. APengumu»mgn Rencana Umum Pengadaan ~dilakukan ‘kembali
~dalam hal terdapat perubahan/ revisi paket pen-gadaan'Dokumen
 Pelaksanaan Anggaran (DVPA). o
‘8. Réncé.na © Umum Pengadaan o Barang/Jasa - meliputi -
; keglatan keg1atan sebagai berikut : |
a. ‘mengidentifikasi kebutuhan Barang/J asa yang dlperlukan
Perangkat Daerah;. '
b. n'nenyusun” dan menetapkan rencana penganggaran untuk
' Pengadaan Barang/Jasa,; |
c. menetapkan kebijakan umum tentang:
1) pemaketan pekerjaan;
2) cara Pengadaan Barang/ Jaéa;
3) pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa; dan
4) menyusun Kerangké Acuan Kerja (KAK).
9 Penyusunan dan pénetapan rencana penganggaraﬁ :
a. PA "m'enyusun dan menetapkan rencana pénganggaran
' pengadaan barang/jasa yang terdiri atas: biaya barang/jasa itu
sendiri, biaya pcrencanaar_l,’ biaya : peﬁdul{ung dan bi’ay'a. ‘
admiriiétrasi yang' diperlukan untuk pelaksanaan proses
pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. |
_b. biaya administrasi dapat terdiri dari: |
1) biaya pengumuman pengadaan;
2) honorarium pejabat pelaksana pengadaan mlsalnya
PA/ KPA PPKom,UKPBJ /Pejabat Pengadaan, Pengawas
Lapangan , A
3) b1aya surve1 lapangan / pasar;
4) b1aya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/ J asa,
: "5) blaya ATK, makan minum rapat; dan . _ ,
6) biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung
" pelaksanaan pengadaan barang/jasa, antara lain: biaya
pendapat ahli hukum kontrak, biaya UJI coba.
e blaya administrasi untuk kcg1atan/pekerjaan yang akan

.d1laksanakan pada tahun anggaran yang akan datang namun

et et i i




‘p;oses} pengédaannya dilaksanakan- péda ;cahun anggaran
‘berjalan harus disediakan pada tahun anggaran berjalan;
d. Prosentase biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada
huruf b dan c di atas ditetapkan sebagai berikut :
© 1) Plafon anggaran sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua

ratus juta rupiah) maksimal 6% (enam persen);

2) Plafon anggaran di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
 rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus Juta. -

rupiah) maksimal 5% (lima persen),

3) Plafon anggaran diatas Rp500. 000. 000,00 (lima ratus Juta'
~ rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus

juta rupiah) maks1ma1 4% (empat persen), .
4) Plafon anggaran diatas Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta

rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar .

 fupiah) maksimal 3% (tiga persen); dan

5 Plafon anggaran d1 atas Rp1.000.000. 000, 00 (satu m11yar

| rupiah) maksimal 2% (dua persen) ‘
10.Dalam menyusun blaya pelaksanaan pengadaan, harus
~ diperhitungkan biaya untuk pengumuman ulang seandainya
' terjadi 'tender/ seleksi gagal. Dan harus dipefhitungkan b_iayé.
penggandaan 'dokumen pengadaan, karena UKPBJ dilarang dengan
alasan ‘apapun, ‘me_mlin'gut biaya apapun dam ~calon peserta

: tender/seleksi termasuk biaya penggandaan dokumen pengadaan.

 C. PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA
1. Persiapan Pe,nga'd,a'anvbarang/ jasa melalui Swakelola

a. Persiapan pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola meliputi

sasaran, penyelcnggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal

pelaksanaan, dan RAB.
. b. Penetapan sasaran pekerjaan swakelola ditetapkan oleh PA/ KPA
Penetapan penyelenggara swakelola dllakukan sebaga1 berikut :
1) Tipel Penyelenggara swakelola d1tetapkan oleh PA/KPA;
'2) Tipe II Tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh
PA/KPA,serta tim pelaksana  ditetapkan  oleh
‘Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lam pelaksana

' swakelola,

e s, @ e e\ e o s et e



,3) Tipe 1II Tim permapan dan t1m pengawas dltetapkan oleh
‘ Pimpinan ormas pelaksana swakelola atau '
4 Tipe IV Penyelenggara swakelola ~ditetapkan oleh pimpinan
o - kelompok masyarakat pelaksana swakelola.
d. Rencana | kegiatan - ditetapkah ~ oleh PKK dengan
memperhitungkan tenaga ahii/ peralatan/bahan tertentu yang
~ dilaksanakan dengan kontrak tersendiri. ' -
e. Tenaga ~Ahli hénya dapat digunakan dalam pelaksanaan
swakglola tipe I dan jufnlah tenaga ahli tidak boleh melebihiS(')%
~ (lima puluh persen) dari jumlah anggota tim pelaksana.
f.: Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui éwakelola
~ sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam KAK
' Kegiatan/sub kégiatan/output. . |
g Rencana kegiatan yang diusulkan oleh kelompok Masyarakat
~ dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK. |
“h. Biaya Pengadaan ;
| 1) biaya Pengadaaan Barang/ Jasa melalm swakelola d1h1tung
berdasarkan komponen biaya pelaksanaan swakelola; dan
2) PA dapat mengusulkan standar biaya rhésukkan/keluarah '
Swakelola kepada mentefi yang ményclcn‘ggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangah négara atau Bupati.
'\‘Persiapan Pengadaan barang/Jasa melalui penyedia meliputi
~ kegiatanv sebagai berikut | | B
‘a. Menetapkan HPS '
1) HPS d1h1tung secara keahhan dan menggunakan data yang
dapat dlpertanggung]awabkan
2) HPS telah mcmperhltungkan keuntungan dan biaya tidak
langsung (overhead cost). |
3) Nilai HPS bersifat tidak rahasia sedangkan rincian HPS
bersifat rahas1a a
'4) HPS digunakan sebagai: |
| a) alaf untuk menilai kewajaran harga penawaran dan
atau/ kewajaran harga satuan, '
" b) dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang
sah dalam Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi/ 7

Jasa Lainnya; dan




b..

c) dasar untuk menetapkan besaran nilai - Jaminan
) Pelaksanaan bagi penawaran yang n11a1nya lebih rendah
- 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.

| 5)‘ HPS tidak menjadi dasar perhitungan kerugian negara.

6) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan
' Barang/Jasa dengan ‘pagu é.nggaran paling banyak
Rp10.000.000, 00 (sepuluh juta rup1ah), E-Purchaszng, dan
Tender peker_]aan terintegrasi.
) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari
kerja sebelum batas akhir un_tuk.
a) pefnasukan penawaran untuk pemilihan dengan
pascakualifikasi; atau | | |
b) pemasukan dokumen kualifikasi untuk pémilihan dengan
prakualifikasi. '

Menetapkan rancangan kontrak

1) Jenis kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri

atas:
| a) Lumpsum,;
b) Harga Satuan; _
c) Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan;
d) Kontrak Payung; dan
e) Biaya Plus Imbalan
2) Jenis kontrak Pengadaan Pekcrjaan Konstruks1 terdiri atas
a) Lumpsum
b) Harga Satuan; , v
' ¢) Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan;
: d) ‘Pﬁtar Kunci; dan
e) Biaya plus imbalan.
‘3) Jenis kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi non konstruksi
terdiri atas : ' ‘ ’
a) Lumpsum,
b) Waktu penugasan; dan
<) Kontrak Payung.

4) Jenis Kontrak -Pengadaan Jasa Konsultansi konstruksi

terdiri atas:-

a) Lumpsum; dan




Ay
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5)

b) Waktu Penugasan.' |
Kontrak Lumpsum merupakan kontrak dengan ruang
lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap

“dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai

benkut

~a) semua ns1ko sepcnuhnya dltanggung penyedia; -

~ b) berorientasi kepada keluaran; dan

6)

¢} pembayaran didasarkan pada tahapan produk/ keluaran

yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak. :
Kontrak Harga Satuan merupakan kontrak Pengadaan -

Barang/ Pekexjaan Konstmk31/Jasa Lainnya dengan harga

‘satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur

pekerjaan -dengan spe51ﬁka31 teknis  tertentu atas

penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang

o telah ditetapkan déngan ketentuan sebagai berikut:

-

)

9)

a) volume atau kuantitas pckexjaannya masih - bersifat
perkiraan pada saat kontrak masih ditandatangani,

b) pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama'

atas realisasi volume pekerjaan; dan
c) nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerJaan '

diselesaikan.
Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan
mem'pakan‘ ‘Kontrak  Pengadaan  Barang/ Pekerjaén
Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumpsum dan Harga |
Satuan dalam satu pekerjaan yang dijanjikan.
Kontrak Payung dapat berupa kontrak harga satuan dalam -
periode waktu tertentu untuk barang/ Jasa yang belum
dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengmmannya
pada saat kontrak ditandatangani. ' | '
Kontrak putar kunci (turnkey) merupakan suatu perjanjian
mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia

setuju untuk imembangun proyek tersebut secara lengkap

‘sampai selesai termasuk pemasangan semua

.perlengkap.annya‘ sehingga  proyek = tersebut  siap

dioperasikan atau dihuni.



Kontrak Biaya Plus Jasa (cost Plus Fee) merupakan jenis

kontrak yan'g digunakan untuk - Pengadaan

- Barang/Pekerjaan Kohstruksi/Jasa lainnya dalam rangka

penanganan keadaan darurat dengan nilai kontrak

) ’mer'upakan 'perhitungan"> dari . biaya aktual ditambah
- imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual (cost

11)

12)

Plus percentage fee) atau imbalan dengan jumlah tetap (cost
Plus fixed fee). | ‘ |
Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan merupakan

‘Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang

lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau
waktu yang dibutuhkan untuk menyelesalkan pekeljaan '
belum bisa d1past1kan

Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan

' Barang/Jasa yang membebam leblh dari 1 (satu) Tahun

Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan _

pejabat yang berwenang sesuai dengan. ketentuan

peraturan perundang-undangan, dapat berupa: |

a) pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua
'belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran;

atau

) b) pekerjaan yang memberikan mahfaat lebih apabiia

dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu)
Tahun Anggaran dan pahng lama 3 (t1ga) Tahun
Anggaran

13) Bentuk Kontrak

Bentuk kontrak terdiri atas: | .

a) bukti 5 | pembelian/ pembayéran digunakan untuk

- Pengadaan Barang/Jasa’ lainnya dengan nilai paling
" banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Vb) kuitansi digunakan untuk pengadaan barang/jasa -

lainnya dengan \nilai diatas Rp10.000.000,00 sampai
dengan Rp20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah); ‘

¢ Surat Perintah Kerja (SPK) digunakan untuk Pengadaan

- Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan

‘Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas



C.

c.

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai

Vdéngan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua

~ ratus juta rupiah), dan. pengadaan Pekerjaan

a)

Konstruksi dengan nilai paling banyak

‘Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

surat perjanjian = digunakan untuk - Pengadaan
Barang/Pekerjaan - Konstruksi/Jasa Lainnya dengan
nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 {dua ‘rat_us}
juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultansi

~ dengan nilai paling sed1k1t di atas Rp100. 000 000,00

(seratus juta rupiah); dan o

Surat - Pesanan dlgunakan untuk = pengadaan
barang/jasa  melalui E—purchasmg atau pembelian
melalui toko daring. '

Menefapkan spesifikasi teknis/KAK
PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK yang telah dlSCtUjul

oleh PA/KPA berdasarkan hasil reviu penetapan spesifikasi -
teknis/ KAK dicantumkan dalam. - dokumen  spesifikasi
teknis/KAK. ' '

Pemberian uang muka,

2)

3)

" 1) Uang muka dapat dlbenkan untuk persiapan pelaksanaan

pekerjaan.

Uang muka diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a)

pahng tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak

: untuk usaha kec1l

b)

pahng tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak

~untuk usaha non-kecil dan penyedia jasa Konsultansi ;

c)

atau

palmg tinggi 15% (hma belas persen) dan nilai kontrak
untuk kontrak tahun jamak. '

Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan

kontrak yang terdapat dalam dokumen Pemilihan.

Jaminan Pengadaan barang /Jasa

‘ 1) Jaminan pengadaan barang / jasa terdiri atas:

a) Jaminan Penawaran ;

- b) Jaminan Sanggah banding ;




o

‘ HPS pahng sedikit d1 atas Rpl0.000.000.000,00';
' (sepuluh miliar rupiah); ' i | ‘

- a)

)
o

Jaminan Pelaksan‘aari; o
Jaminan Uang Muka; dan

Jaminan Pcmeliharaan. ~

J amlnan Penawaran ‘

a)‘

4

a)

Jamman Penawaran untuk pengadaan pekerjaan

- ‘Konstrukm dan pengadaan barang/Jasa yang dilakukan

secara tenntegras1

‘Jamman penawaran d1ber1akukan untuk n11a1 total -

- Jaminan penawaran besafnyé antara 1% (satuy persen)

‘ hmgga 3% (tlga persen) dari nilai total HPS.

Pengadaan barang/_]asa yang d11akukan ‘secara :

' tenntegras1, _]amman penawaran besarnya antara 1% _

| (satu persen) h1ngga 3% (tlga persen) dari nilai Pagu

Anggaran

J amlnan Sanggah Bandmg | ‘ ,
| Jaminan Sanggah Bandmg besarnya 1% (satu persen)‘
E ﬁkdan nilai HPS. | '
)

Untuk pekerjaan ~konstruksi te_’:yrint‘egfaSi‘, Jaminan
Sanggah Banding besarnya 1% ‘(satu persen) dari nilai -

A | Pagu Anggaran.
Jaminan Pelaksanaan £ , ;
Jamman pelaksanaan dlberlakukan untuk kontrak
/pengadaan barang/peker_]aan konstruk81/3asa 1a1nnya‘<’ L
dengan nilai pahng sed1k1t d1 atas. Rp200 000.000 00 

(dua ratus Juta rupiah).
Jaminan pelaksanaan tldak dlperlukan dalam hal
Pcngadaan jasa lainnya yang aset penyedia sudah

dikuasai oleh pengguna atau Pengadaan barang/_]asa

* melalui E-purchasing.

Besarnya n11a1 _]amman pelaksanaan adalah sebagai

: berikut :

(1) Untuk n11a1 penawaran terkorekm ‘antara 80%
(delapan puluh persen) sampa1 dengan 100%
~ (seratus  persen) dari nilai HPS, Jaminan



Pelaksanaan sebesar 5% (lima' pe]rsyen) dari nilai
kontfak; atau | o A

(2) Untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80%

~ (delapan puluh persen) dari nilai HPS, Jaminan
pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai
total HPS. | |

d) Besarnya nilai jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan
terintegrasi adalah sebagai bei‘ikut :

(1) Untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh_' ,
persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari
nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar
5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau o

(2) Untuk nilai penawaran dibawah 80% (delapan |
puluh persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan
Pelaksanaan sebesar 5% (ima persen) dari nilai
Pagu Anggaran. o ' |

€ Jaminan pelaksanaa_m berlaku sampai dengan - serah- .

_5)

6)

' - terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau
serah terima pertama Pekerjaan Konstruk31

Jaminan Uang Muka

a) Jaminan uang muka dlserahkan penyedia kepada

PPKom senilai uang muka.

b) Nilai Jaminan Uang Muka bcrtahap dapat d1kurang1

secara proporulonal sesua1 dengan sisa uang muka yang

d1tenma

Jaminan Pemeliharaan ;

a) Jaminan pemeliharaan diberlakukan untuk pekerjaan
konstruks1 atau Jasa lalnnya yang membutuhkan masa
pemehharaan dalam hal penyedla menerima uang -
retensi pada serah terima pekerjaan pertama (Provisional
- Hand Over). | |

b) Jaminan pemehharaan dikembalikan 14 (empat belas)
‘hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.

c) Besarnya nilai jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima

perseﬂ) dari nilai kontrak.




- f.

&

7)

8
9

Jamman penawaran dan Jamman sanggah Banding hanya'

untuk pengadaan Pekerjaan Konstruks1

Jaminan dapat berupa bank garansi atau surety bond.

Bentuk jaminan bersifat:

 a) tidak bersyarat;

10) Pengadaan jasa konsultansi tidak diperlukan jaminan

~ asuransi ‘untuk mendorong ekspor Indonesia dapat

}12) Perusahaan penjaminan, perusahaan Asuransi,' _da‘nA

b) mudah d1ca1rkan dan

c) harus dicairkan oleh penerb1t jaminan pahng lambat 14
(empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan
dari pokja pemilihan/PKK/pihak yang diberi kuasa oleh
pokja pemilihan/ PKK diterima. ‘ |

penawaran,jaminan - sanggah Banding,  Jaminan

Pelaksanaan, dan Jaminan pemehharaan. ‘

', 11) J_arriinan. dari Bank Umum, perusahaan jaminan,

Perusahaan asuransi, lembaga keuangan khusus yang

 menjalankan usaha dibidang pembiayaan, penjaminan, dan

digunakan untuk semua jenis jaminan.

lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha

dibidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk
mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan Kketentuan
'peraturan perundang undangan dibidang lembaga

penibiay_aah ekspor Indonesia adalah perusahaan penerbit

jaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk

suretyship di otoritas Jasa Keuangan.

Sertifikat Garansi

1)

2)

Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai

Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan
barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan

ketentuari, dalam kontrak.

.Sertifikat garansi diterbitkan oleh produsen atau pihak
. yang ditunjuk secara sah oleh produsen. '

‘Penyesuaian harga

berikut:




2)

diberlakukan terhadap kontrak tahun Jamak dengan Jenls
kontrak Harga Satuan atau kontrak berdasarkan waktu
penugasan sesuai ‘dengan ketentuan dan persyaratan yang
telah tercantum dalam dokumen pemilihan dan/atau
perubahan dokumen pemilihan; dan |

tata cara perhitungan penyesuaian harga harus

dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pemilihan yang .
merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak.

‘Persyaratan dan tata cara perhltungan penyesuaian harga

‘terdiri atas:

1)

2)

3)

5

,} ;

7)

penyesuaian harga diberlakukan pada kontrak Tahun
Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan
belas) bulan; | | R
penyesuaian harga d1ber1akukan dimulai bulan ke—13 (tlga |
belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;

penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh

- kegiatan/mata pembayaran, ‘keduali komponen

keuntungan, biaya tldak langsung (overhead cost),dan

harga satuan timpang sebagalmana tercantum dalam

penawaran,

penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan
jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak;
penyesualan harga satuan bag1 komponen pekerjaan yang
berasal dari luar negeri, mcnggunakan 1ndeks penyesuaian
harga dari negara asal barang tersebut; . ‘

jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai
akibat adanya adendum kontrak  dapat diberikan
penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak
addendum kontrak tersebﬁt, ditandatangani, dan

indeks harga yang digunakan dalam hal pelaksanaan" g

kontrak terlambat disebabkan - oleh kesalahan penyedia - -

-~ adalah indeks terendah antara Jadwal kontrak dan rea11sas1

1)

pekerjaan

. Metode Pemilihan Penyedia

Metode pemilihan penyedia Barang/ Pekerjaan/ Konstruk31 _

/Jasa lainnya terdiri atas :




a)

E-purchasing, dilaksanakan untuk barahg/ pekerjaan/

- konstruksi/ ja_sa lainnya yang sudah tercantum dalam

b)

katalog elektronik atau Toko Daring;

Pengadaan Langsung, - dilaksanakan untuk
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai
paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah); '

Penunjukan  Langsung, dilaksanakan ~ untuk

barang/pekerjaan  konstruksi/jasa lainnya dalam

keadaan tertentu mehputl

(1) penyelenggaraan penylapan keglatan yang mendadak
untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang
dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;

(2) barang/ jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan
Negara meliputi intelijen, perlindungan Saksi,
pengamanan Prc31den dan Wakil,mantan Presiden
dan mantan Wak11 Presiden beserta keluarganya serta
tamu -negara setingkat kepala negara/kepala
pemerintah, atau barang/ jasa lain bersifat rahasia

- sesuai dengan - ketentuan peraturan

perundang-undangan;

(3) pekerjaan konstruksi bangunan yan"gv merupakan

satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan

- tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan
yang  secara keseluruhan tidak dapat
direncanakan/diperhitungkan sebelumnya; =~ |

(4) barang/pekerjaan  konstruksi/jasa lainnya yang
hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) pelaku usaha
yang inampu; B

(5) pengadaan ~dan penyaluran benih unggul yang
meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk
yang meliputi Urea, NPK dan ZA kepada petani dalam
rangka menjamin vketerSediaah benih dan' pupuk
secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan

peningkatan ketahanan pangan;




(6) pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di R

hngkungan : perumahan bagi masyarakat' R

berpenghasﬂan rendah yang dllaksanakan oleh
' pengembang yang bersangkutan,
| (7) barang/pekerjaan konstruks1/3asa lainnya - yang
' spe31ﬁk dan  hanya dapat dilaksanakan oleh
- pemegang hak paten atau pxhak yang telah mendapat
izin dan pemegang hak paten, atau plhak yang
men_]adl pemegang tender untuk mendapatkan izin
dan pemenntah b |
. (8) barang/peker_]aan konstruks1/ Jasa lainnya yang
setelah  dilakukan ~Tender Ulang fnengalami'
kegagalan atau R i
" _(9) pemilihan penyedla untuk melanjutkan pengadaan :
: Barang/Peker_]aan Konstruk31/Jasa lamnya dalam
. hal ter_)adx pemutusan Kontrak ’
: d) Tender cepat d1laksanakan dalam hal : v »
| (1) Spes1ﬁkaS1 dan volume peker_]aannya sudah dapat‘
’ B ditentukan secara nnc1, , i .
(2) Pelaku usaha telah terkua11ﬁkas1 dalam s1stem~
informasi k1ner_]a penyedla, dan | ' -
3) D1mungk1nkan menyebut merk terhadap suku ‘
cadang dan baglan dari satu sistem yang sudah ada.
€ Tender d11aksanakan dalam ~ hal t1dak dapat}’
' Amenggunakan metode pemlhhan penyedla sebaga1mana
' ‘dimaksud pada huruf a) sampa.t dengan huruf d) |
i Metode Evaluasi Penawaran ‘ |
1) Metode evalua51 penawaran penyedla barang/pekerjaan '
B konstruk31/Jasa lamnya dilakukan dengan e
a) 31stem n1la1, Metode ,cvaluasx sistem  ini ‘digunékan .
o untuk pengadaan | barang/ peke:‘jaan konstruksi/jasa i
| lamnya yang memperh1tungkan penﬂeuan teknis dan
» ' harga’ , : |
b pen1la1an biaya selama umur ekonomls digunakan
untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruks1/_]asa

lamnya yang memperhltungkan faktor ‘umur ekonomls,



~harga, bjaya operasional, biaya pemeliharaan, ‘dan nilai

sisa dalam jangka waktu operasi tertentu; dan

<) hérga, ‘terendah,  digunakan untﬁk pehgadaan

| barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa' lainnya dalam hal
harga menjadl dasar penetapan pemenang di antara

- penawaran yang memenuh1 persyaratan teknis.

- j. Metode Penyampalan Dokumen Penawaran

1) ‘Metode. penyampalan dokumen penawaran dalam -

pem111han penyedia Barang/ peker_]aan konstrukm/ jasa

- lainnya dilakukan dengan:

' ‘a) 1 (satu) file, dlgunakan untuk pengadaan barang/ :

pekerjaan konstruksi/jasa lamnya yang menggunakan

~metode evaluas1 harga terendah

;vb) 2 (dua) ﬁle, dlgunakan untuk pengadaan Barang/ ‘

pekerjaan konstruks1/ jasa launnya yang memerlukan -
' pen1la1an teknis terlebih dahulu; '

' o 2 (dua) tahap, d1gunakan untuk Pengadaan Barang/ -

pekerjaan konstruksa/ jasa Lainnya yang memiliki
karakteristik sebagai berikut: '
(1) spe31ﬁka31 teknisnya belum b1sa ditentukan dengan : :
 opasti |
(2) mempunya1 beberapa alternatlf penggunaan s1stemf
dan desain penerapan teknolog1 yang berbeda, ; »
(3) d1mungk1nkan ' perubahan  spesifikasi  teknis
berdasarkan Kklarifikasi penawaran teknis yang
d1a3ukan, dan/ atau - |
(4) membutuhkan penyetaraan tekms _
Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan51 terdln atas:
a) seleksn, d11aksanakan untuk Jasa konsultansi bern11a1‘ |
‘ pahng sedikit d1 atas RplOO 000 000 00 (seratus juta
ruplah), _ ‘ |
kb) pengadaan - langsung, dilaksanakah “untuk Jasa’ ‘
Konsultansi yang b_ernﬂai sampai dengan paling banyak
* Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); |

| c) penunJukan langsung, dllaksanakan dalam keadaan

tertentu mehput1



" Metode evaluas1 penawaran penyedla Jasa konsultan31 ar

d)

"( ) Jasa konsultans1 yang hanya dapat dilakukan oIeh pil o

(satu) pelaku usaha yang mampu; e

(2) jasa konsultan51 yang hanya dllakukan oleh 1 (satu)
pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak
yang telah mendapat izin pemegang hak mpta,

o (3) jasa. _ko‘nsultans;‘ di bidang hukum meliputi

konsultasi hukuin/ é.dvokasi atau péngaddan“ arbiter
yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk ‘
| 4 frienghadapi gugatah dan/atau pembelaannya harus
~segera dan tidak dapat d1tunda, ' ;
(4) permlntaan berulang (repeat order) untuk penyedla

Jasa konsultans1 yang sama;

' f(5) jasa konsultansi yang setelah dﬂakukan Seleks1 ‘

ulang mengalam1 kegagalan; .
(6) pemlhhan _penyedia untuk ‘melanjutka'n Jasa

Konsultansi dalam hal ter_]adl pemutusan kontrak

' (7) jasa konsultans1 yang bersﬁ'at rahasia sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang—undangan atau

(8) Jasa ahli Dewan Sengketa Konstruk31

,dalam hal d11akukan PenunJukan Langsung untukr

i Penyecha Jasa Konsultans1 sebagmmana dlmaksud

huruf c) angka [4) dlbenkan batasan pahng banyakyz;

~ (dua) kali.

o k Metode evaluas1 penawaran penycdla Jasa konsultans1

\~~_d11akukan dengan
1) rnetode evaluasi Kualitas dan Blaya, d1gunakan untuk

,pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli,
‘ dan waktu penyelesaian pekerjaan \dapa'; diuraikan dengan
 pasti dalam KAK; | |

metodc evaluasi Kuahtas, dlgunakan untuk pekerjaan yang |
ruang 11ngkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu :

penyelesa1an pekerjaan tldak dapat dmralkan dengan past1

dalam KAK atau untuk peker_;aan penyedla jasa konsultan31 .

3 perorangan



3) metode evaluasi Pagu Anggaran, digunakan untuk ruang
lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan
pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi pagu
anggaran; dan - - o |

o 4) metode = evaluasi Biaya Te‘rendah’, digunakan untuk

| pekerjaan standar atau befsifat rutin yang praktik dan
standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan.

Metode ‘Penyampaian Dokumen Pendwaran pada pemilihan

penyedia jasa konsultansi: | | A

1) Metode satu ﬁle, digunakan untuk menyampeukan dokumen
penawaran pada pemlhhan penyedia jasa konsultansi

melalui pengadaan langsung dan penunjukan langsung; dan

. 2) Metode dua file, digunakan untuk menyampaikan dokumen

penawaran pada pemilihan penyedia jasa konsultansi
melalui seleksi. - |
. Kualifikasi |
1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan
usaha, dan penumbuhan persyaratan sebagai penjrcdia.
2) Kualifikasi dilakukan dengan pascakuahﬁkam atau
~ prakualifikasi. '
3) Pascakuahﬁkas1 dllakukan pada pelaksanaan pemilihan
sebagai berikut:
a) tender Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa
| lainnya untuk pcngadaan yang bersifat tidak kompleks;
atau
b) seleksi jasa konsultaLnsi perorangan.
4) Kué;lifﬂ{asi pada pascakualifikasi sebagaimana dimaksud
3 pada angka 3) dilakukan bersama dengan pelaksanaan
evaluasi pengwafan dengan menggunakan metode rsistem
sugur \ .
5) Prakua.hﬁkas1 dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan
'sebagai berikut :
a) tender Pengadaan Barang/Pekerjaan' Konstruksi/Jasa
Lainnya untuk pengadaan yang bersifat kompleks;
b) seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha} dan



n.

- p.

' vc) penunjukan langsung pengadaan 'B.arang/ Pekerjaah
konstruksi/jasa ~ konsultansi badan . usahé/jasa
konsultansi perorangan /jasa lainnya. .

6) Kualifikasi pada prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada

angka §5) dilakukan sebelum pemasukan penawaran dengan

" menggunakan metode: |

a) sistem g\igur untuk penyedia Barang/pekerjaan
konstruksi/jasa Lainnya; atau | “
b) sistem pembobotah dengan ambang batas untuk.
‘penyedia jasa konsultansi. |
7) Hasil prakualifikasi menghasilkan:
a) daftar peserta Tender Pengadaan Barang/pekerjaan
konstruksi/jasa Lainnya; atau

b) daftar_pendek peserta seleksi jasé konsultansi.

8) Dalam hal pelaku usaha telah terkualifikasi dalam sistem |

informasi kinerja penyedia, tidak diperlukan pembuktian
kualifikasi. SR |
9) Pokja pem1hhan d11arang menambah persyaratan kualifikasi
yang dlsknmmatlf dan tidak ob_]ektlf N
10) Pengadaan  Barang/jasa  yang = bersifat kompleks
sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf a) adalah
Penga.daan Barang/pekerjéan ~ konstruksi/ jasé. Lainnya
yang mempunyé.i'risiko tinggi, nic_merlukan teknologi tinggi, =
- menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau
. sulit ‘mendefinisikan  secara teknis bagaimana cara
memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan Barang/Jasa.
Jadwal pemilihan untuk setiap tahap ditetapkan berdasarkan

- alokasi waktu yang cukup bagi pokja pemilihan dan peserta

pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan

Dokumen pemlhhan terdiri atas:

1) Dokumen Kuahﬁkam, dan

2) Dokumen Tender/ Seleksi/ Penun_]ukan Langsung Pcngadaan '
. Langsung ’

Prosedur/ Tata Cara PengaJuan Persetujuan Penambahan

Persyaratan = Kualifikasi Penyedla dan Persyaratan Teknis

Penawaran pada Layanan Jasa Konstruksi sebagai berikut :



1)

g

‘,- 3)

Pimpinan ngg1 Pratama pada Pemerintah Daerah yang
ditunjuk menandatangani Persetujuan Penambahan
Persyaratan Kualifikasi Penyedia dan Persyaratan Tékriis
Penawaran pada Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dan
atau Pekerjaan Konstruksi Kabupaten Karanganyar yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Karanganyar adalah Pimpinan Tinggi

Pratama yang membidangi urusan Jasa Konstruksi yaitu

" Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah yang
ditunjuk = menandatangani 'Pevrset"ujuan Penambahan

Persyaratan Kualifikasi Penyedia dan Persyaratan Teknis

.' Penawaran pada Layaném Jasa Konsultansi Koristruksi dan

~atau Pekerjaan Konstruksi Kabupaten Karanganyar yang

‘bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Karanganyar adalah P1mp1nan nggi
Pratama yang . menipakan ~unsur ‘pengawas
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yaitu Inspektur
Daerah; '
usulari Persetujuan Penambahan Persyaratan Kualifikasi
Penyedia daﬂ Persyaratan Teknis Penawaran padé Layanan
Jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau - Pekerjaan
Konstruksi =~ Kabupaten Karanganyar dimaksud
ditandatangani oleh - Pejabat. Pembuat ' Komitmen (PPK)
Kegiatan dan disetujui oleh Pengguna Anggaran (PA) pada‘
Organisasi Perangkat Daerah, berisi tentang; | |
a) justifikasi teknis penambahan persyaratan kuahﬁkas1

penyedia; dan/atau |

~ b) justifikasi teknis penambahan perSyaratan' penawaran

4

5)

teknis;
usulan persetujuan penambahan persyaratan sebagaimana
dimaksud huruf c, ditujukan pada Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat; |
Persetujuan dari Kepala Dinas - Pekexjaan Umum dan
Perumahan Rakyat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja
sejak  surat diterima dan memenuhi persyaratah' .

sebagaimana dimaksud pada hurufc ;



- 6) apabilé tidak mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas

. Pekerjaan Umum dan Pen.i.mahvan. Rakyat, maka
penambahan persyaratan yang dimaksud dinyatakan tidak
memenuhi syarat teknis;

7) dalam hal telah mendapatkan surat persetujuan dari

Kepala _Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
-~ Pejabat  Pembuat Komitmen  (PPK) mgngusulkan
persetujuan kepada Inspektur Daerah; ' ”

'8) persetujuan dari Inspektur Daerah paling lambat 7 (tujuﬁ)

hari kerja sejak surat diterima dan memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada huruf c;

- 9) | apabila tidak fnendapatkan persetujuan dari Inspektur

Daerah, maka penambahan persyaratan yang dimaksud
dinyatakan tidak memenuhi syarat;

10) setelah  mendapatkan persetujuan penambahan

persyaratan dari Kepala Dinas Pekexjaan Umum dan

Perumahan Rakyat dan Inspektur Daerah maka Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) wajib menyampaikan hasil

persetujuan kepada Kepala UKPBJ Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa dan disampaikan melalui apl1kas1 SJstem
Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); .-

| lil) Kepala UKPBJ Bagian Pengadaan Barang/Jasa = Setda

~ Kabupaten Karanganyar wajib menyampaikan,pe_rsemjuan

penambahan persyaratan dimaksud pada Kelompok Kerja -

(Pokja) Pemilihan untuk . ditindaklanjuti sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

12) pengajuan permohonan penambahan syarat hanya untuk -

" satu paket pengadaan pekerjaan Jasa konstruks1 yang

diajukan dan -tidak berlaku - bagi paket pengadaan.

pekerjaan jasa konstruksi lainnya.

D PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA

L

Pelaksanaan Swakelola |
" a. Pelaksanaan swakelola t1pe I dilakukan dengan ketentuan

sebaga1 berikut:

1) PA/KPA dapat menggunakan pegawai Kementerian/-

Lembaga/Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli;

e -

S




1.

2) Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima
puluh persen) dari jumlah tim pelaksana; dan
3) Dalam hal dibutuhkan pengadaan Barang/Jasa melalui

penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan

Bupati ini.

. Pelaksanaan swakelola t1pe II dilakukan dengan ketentuan

sebaga1 berlkut | |
1) PA/KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan
Kementenan/Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksanaan

- swakelola; dan

' 2) PPKom menandatangéni kontrak dengan Ketua Tim

Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan ke'i‘ja sama
sebagaimana dirhaksud pada angka 1). ‘
Pelaksanaan swakelola tipe III dilakukan berdasarkan kontrak

PPKom dengan pimpinan ormas.

. Pelaksanaan swakclola tipe IV, dﬂakukan berdasarkan kontrak

PPKom dengan pimpinan kelompok Masyarakat. ;
Untuk pelaksanaan swakelola tipe II,‘tlpe III dan tipe IV, nilai
pekerjaan yang tercantum dalam kontrak sudah termasuk
kebutuhan barang/jasa yang dxperoleh melalui penyedia.

Pembayaran Swakelola:

Pembayaran swakclola dxlakukan sesuai dengan ketentuan B

peraturan perundang-undangan.

a.

. Pengawasan dan Pertanggungjawaban swakelola

Tim pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan swakeldla

_dan penggunaan keuangan kepada PPKom secara berkala. |

. Tim pelaksana menyerahkan hasil pekcr_]aan swakelold kepada

PPKom dengan benta acara serah terima. A
Pelaksanaan swakelola diawasi oleh Tim Pengawas secara
berkala. ' ‘

. ‘Pelaksanaan .pengadaaﬁ barang dan j'asa melalui swakelola

berpedoman ‘pada Peraturan Lembaga uKebijakanv Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah. :
E. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA MELALUI PENYEDIA

Pelaksanaan pemilihan penyedia

a.

Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi




1) pelaksanaan kualifikasi; |

2) pengumuman dan/atau undahgan; ’

~ 3) pendaftaran dan pengembalian dokumen pemilihan;

' 4)  pemberian penjelasan;

5) penyampaian dokumen penawaran; :

6) | evaluasi dokumen penawaran; ;

7) penetapan dan pengumuman pemenang; dan

8) sanggah. S

. Selain ketentuan sebagaimana dxmaksud pada angka 1) untuk
pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi ditambahkan
tahapan sanggah banding. | 4 '

. | Pelaksanaan pemilihan sebagaimaha. dimaksud pada angka (1)

untuk seleksi jasa konsultansi dilakukan Kklarifikasi dan

negosiasi tefha_dap penawaran teknis dan biaya setelah masa

sanggah selesai.
. Pelaksanaan pemilihan melalu1 Tender cepat dengan ketentuan
sebagai berikut:

1) peserta telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja

penyedia;
2) peserta menyampaikan penawaran harga;
3) evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aphkasx, dan
4) penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran

terendah.

. Pelaksanaan E-purchasmg wa_]lb dilakukan untuk barang/jasa

yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau

strategis yang ditetapkan oleh Menteri, Kepala Lembaga, atau

 Bupati. | -

. Pélaksanaan v pénunjukan langsung dilakukan dengan

mengundang 1 (satu) pelaku usaha yang d1p111h dengan

disertai negosiasi teknis maupun harga.

. Pelaksanaan pengadaan langsung dilakukan sebagai bérikut:

1) 'pembelian/ pembayaran langsung kepada penyedia untuk
pengadaan barang/jasa lainnya yang menggunakan bukti
pembelian atau kuitansi;

2) kpcrmmtaan penawaran yang disertai dengan klanﬁkasx

serta negosiasi teknis dan harga . kepada pelaku usaha

untuk‘pengadaan langsung yang menggunakan SPK: dan




'3)' Standar Dokumen "Pengadaan langsung mengacu
Keputusan Deputi Bidang Pengembangan stfategl dan |
,Kebljakan LKPP Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar
Dokumen Pemilihan Melalui Pengadaan langsung untuk
Pengadaan Barang/ jasa 1a1nnya/ Jasa Konsultasi.

- h. Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan.
i. Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani
' pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah:

1) 'penetapan Pagu Anggaran K/L; atau
'2) persetuyjuan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan
| ketentuan peraturan perundang-undangan

| j. Pelaksanaan pemilihan sebaga.lmana dimaksud pada huruf i
- dilakukan setelah RUP diumumkan tcrleb1h dahulu melalui

aplikasi SIRUP. ' '
k. ‘Penawaran harga dapat dxlakukan dcngan metode penawaran
harga secara berulang (E-reverse Auctlon)
2. Tender/ Selek31 Gagal
a. Prakual1ﬁkas1 gagal dalam hal:
1) setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta
yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau
2) jumlah peserta yang lulus prakua.hﬁkam kurang dari 3
, (tiga) peserta.
b. Tender/seleksi gagal dalam hal:
| 1) terdapat kesalahan dalam proses evalua81 ‘
2) tidak ada pcsexfta yang menyampaikan dokumen
_penavf;afan setelah ada pemben'an waktu perpanjangan;
3) tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
4) ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
5) seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN); |
6) seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
7) seluruh penawaran harga Tender/ Pengadaan Barang/
 pekerjaan konstruksi/jasa Lainnya diatas HPS;
8) negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai; dan/atau
9) KKN melibatkan pokja pemilihan/PPK.



c. Tender Cepat gagal dalam hal :

1y tidak ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta yang
menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian
waktu perpanJangan

2) pemenang atau pemenang cadangan tidak ada yang
menghadiri venfikas1 data kualifikasi;

3) ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak

sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;

-4) seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

(KKN); ‘ v
5) seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;

dan/atau | o |
6) KKN melibatkan Pokja Pemlhhan /PPK., _ ,
Prakuahﬁkas1 gagal dan Tender/ Seleksi gagal dinyatakan oleh
pokja pemilihan. ' ‘

. e. Tender/seleksi. gagal scbagaxmana d1maksud pada huruf b

angka 9 dmyatakan oleh PA/ KPA.

f. Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal, Pokja Pemilihan Segera

i

melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan :

1) setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yahg Tulus 2

(dua) peserta, proses tender/seleksi dilanjutkan; atau

2) setelah prakuahﬁkam ulang jumlah peserta yang lulus 1

(satu) peserta, dllanjutkan dengan proses. penunjukan
langsung. e ‘

-~ g. Tindak lanjut dari Tender/ Selekm gagal PokJa Pemxhhan;

segera melakukan
1) evaluasi ulang;
2) Tender/! Seleksi ulang.

‘Evaluasi ulang dilakukan dalam hal dltemukan kesalahan

evaluasi penawaran.
Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada huruf g
angka 2), dilakukan untuk Tender/ Seleksi gagal sebagaimana

dimaksud pada huruf b angka 2)sampai dengan angka 9).

Dalam hal Tender/ Seleks1 ulang gagal, ‘Pokja Pemilihan

dengan persetujuan ‘PA/ KPA - melakukan Penunjukan

Langsung dengan kriteria:



) kebutuhan tidak dapat d1tunda‘ dan
2) tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/ Selek81
k. Tindak lanjut Tender Cepat gagal sebaglmana dimaksud .pada
huruf ¢, Pokja Pemilihan melakukan reviu peﬁyebab kcgagalan
Tender Cepat dan melakukan Tender Cepat kembali atau
: mengganti metode pemilihan lain.
3. Pelaksanaan Kontrak

- a. Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:

1) penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa :

(SPPBJ);

2) - penandatanganan Kontrak;

3) pemberian uang muka;

4) pémbayaran prestasi pekerjétan;.

| 5) perubahan Kontrak;

' 6) ‘penyesua1an harga;

7)7 penghentian Kontrak atau Berakhunya Kontrak;

'8) pemutusan Kontrak;

9) Serah Terima Hasil Pekerjaan/kchatan dan/atau

~ 10) penanganan Keadaan Kahar.

b. PPKom dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau

| ménandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum
tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran

belanja yang dapat mengakibatkan dilampauiny'a batas

~ anggaran belanja yang tersedia untuk kcglatan yang dibiayai

APBN/APBD
4. Penetapan Surat PenunJukan Penyedla Barang / Jasa (SPPBJ)
Pejabat Penandatangan kontrak sebelum menetapkan SPPBJ
melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan penyedia dari Pokja
Perhilihan /Pejabat Pengadaan untuk memastikan :
a. bahwa 'prbses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan
berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan |
b. bahwa pemenang ‘pemilihan / “calon Penyedia memiliki
B i kemampuan untuk melaksanakan kontrak. Berdasarkan hasil
" reviu, Pejabat Penandatangan Kontrak memutuskan untuk

menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut.

s s e




Waktu Penerbitan SPPBJ
Dalam hal tender / selek51 dllakukan mendahulm tahun

anggaran, SPPBJ dapat diterbitkan setelah persetujuan Rencana-

. Kerja dan Anggaran atau Rencana Kerja Anggaran Perangkat

Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

a.

. Pembayaran Prestasi PekerJaan _
Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedla

setelah d1kurang1 angsuran pengembalian uang muka, reten31,

dan denda.

Retensi sebesar; 5% (limé persen) digunakan sebagai Jaminan

Pemeliharaan  Pekerjaan  Konstruksi atau  Jaminan
Pemeliharaan JaSa Lainnya yang membutuhkan masa
pemeliharaan. , |

Dalam hal Penyedxa menyerahkan scbag1an pekexjaan kepada
subkontraktor, permintaan pembayaran harus »d11engkap1

bukti pembayaran kepada sub kontraktor sesuai dengan

~ realisasi pekerjaannya. | |
Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk: ‘ |

1) pembayaran bulanan,

2) pembayaran berdasarkan tahapan penyelesalan pekerjaan -

/ termin; atau ‘
3) pembayaran secara sekaligus_ setelah pényelesaian
pekerjaan. | | |
Pengaturan mengenai- dana transfer dari pusat maupun
provinsi mengacu ketentuan dari Juknis /Ketentuan dari

Pusat/Provinsi.

Pembayaran d_apaf dilakukan sebelum prestasi pekexjaah _

- untuk Pengadaan Barang/Jasa 'yang karena sifathya

dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa
diterima, setelah Penyed1a menyampalkan jaminan atas
pembayaran yang akan dllakukan

Pembayaran - dapat d1lakukan untuk peralatan dan/atau
bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil
pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah
dicantumkan dalam Kontrak. '

b b ki e b
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Keténtuan mengenai pembayaran sebelum prestasi peketjaan
dilakukan sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan

7 " Perubahan Kontrak

a.

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada
saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi
teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPKom

‘bersama Penyedia dapat melakukan pembéhan kontrak, yang' ’

meliputi:

1) menambah atau mcngurang1 volume yang tercantum
dalam Kontrak ' ‘

2) menambah dan/ atau mengurangi jenis kegiatan;

3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi

- - lapangan; dan/atau

4) mengubah jadwal pelaksanaan. .
. Dalam hal perubahan kontrak mengakibatkan penambahan

nilai kontrak, perubahan kontrak - dilaksanakan dengan
ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10%
(sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak
awal. ‘ '

8. Keadaan Kahar

a.

Dalam hal terjadi keadaan kahar pelaksanaan Kontrak dapat

“dlhentlkan

Dalam hal pelaksana dan Kontrak dxlanJutkan, para plhak
dapat melakukan perubahan kontrak.

Perpanjangan waktu untuk penyelesaxan Kontrak disebabkan
keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran

Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar dlatur dalam ‘

, Kontrak

9. Penyelesaian Kontrak

. a.

Dalam hal Penyedia gagal menyclcé.}aikan pekerjaan. sampai
masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPKom menilai
bahwa Penyedia mampu menyeleéaikan pekerjaan, PPKom
memberikan kesempatan Penyedia untuk <nicnyelesaiké.n '

pekerjaan.




b. ‘Pemberian kesyempafan kepada Penyedia untuk menyelesaikan
. pekerjaan, dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya
mengatur waktu penyelesaiari pekerjaan, pengenaan sanksi
'denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan

~Jaminan Pelaksanaan.

10. Serah Terima Hasil Pekerjaan .

a. Setelah peker_]aan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan |
ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia menga_]ukan _ \
| - permohonan secara tertulis kepada PPKom untuk serah terima
' barang/jasa. | T
‘b. PPKom melakukan pemenksaan terhadap barang/ jasa yang
 diserahkan. |

C. PPKom dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah

Terima.

1 1 Penyerahan Barang dan j jasa

" a. PPK menyerahkan barang/ jasa kepada PA/ KPA
_b. Serah terima barang/jasa dituangkan dalam berita acara.

12, Pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi mengacu peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang konstruksi.

F. PENGADAAN KHUSUS

1.

Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan

Darurat _ , |

a. Penanganan  keadaan darurat dilakukan  untuk
keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga 'negara
Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri
yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan
segera. ‘ '

b. Keadaan darurat meliputi:

1) bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosiai;
2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat menggangga
kegiatan pelayanan publik; A
- 4) bencana alam, bencana ‘non-alam, bencan'a' sosial,
perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri,

dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah ‘asing yang
memiliki dampak langsung terhadap Kkeselamatan dan



ketert1ban warga negara Indones1a di luar negen dan/atau
5) pembenan bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang
terkena bencana. ,
~ ¢. Penetapan keadaan’ - darurat dilakukan ‘sesuai . dengan
ketentuan peraturan perundang—’undangan

 d. Keadaan darurat meliputi siaga darurat, tanggap darurat dan

transisi darurat ke pemuhhan _

e. Untuk penanganan keadaan darurat, PPKom menunjuk
Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai

mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan -
Pengadaan Barahg/ Jasa Sejenis. '

f. Penanganan keadaan darurat dap‘at dilakukan dengan
 penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan
pekerjaan pérmanen masih dalam kurun waktu keadaan
darurat. | | ; -

g Penangé.nan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan
konstruksi permanen, pcnyelesman pekerjaan dapat melewati

masa keadaan darurat.

. Pengecualian

" a. dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Bupati ini
adalah: e | ' '
1) Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum
Daerah; v o
2) Pengadaan Barang / Jasa yang dilaksanakan berdasarkan
tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakét;
3) Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan
praktik bisnis yang sudah mapan; dan /atau
4) Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan lain'nya,
b. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah
B sebagairhana dimaksud huruf a angka 1) diatur tersendiri
o Vdengan peraturan pimpinan Badan Layanan Ijmum Da_érah.
c. dalam hal Badan Layanan Umum Daerah belum memiliki
peraturan pengadaan: barang/jasa tersendiri, pelaksanaan |

Pengadaan Barang / ‘Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah

berpedoman pada Peraturan Bupati ini,



Pene11t1an

a.

’Penehtlan dllakukan oleh , , , ,
1) PA/ KPA pada Kementenan/Lembaga/ Perangkat Daerah

sebaga1 penyelenggara penehtlan dan

2) pelaksana pene11t1an

. Penyelenggara penelitian memiliki kewenangan

1) menetapkan rencana stratchs penelitian yang mengacu

" :pada arah pengembangan penelitian nas1ona1

- 2) menetapkan _program penelitian tahunan ,yang' mengacu ”

~ pada rencana_ strategis penelitian dah/ atau untuk
‘,‘mendukung perumusan dan penyusunan kebl_]akan

: pembangunan nasional; dan

| 3) melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penehtlan
. Pelaksana peneht1an mel1put1 _ ,
B ) ‘Ind1v1du/ kumpulan individu mehpu'u Pegawai Aparatur

Sipil Negara/ non—Pegawm Aparatur Sipil N egara, g

) Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah;
3) Perguruan Tinggi; v : ‘
" 4) Ormas; dan/atau

5) Badan Usaha.

Pelaksana penehtlan d1tetapkan bérdasarkan ~ hasil

kompetisi atau penugasan.

. Kompetisi dilaksanakan melalui seleks1 proposal penel1t1an

f. Penugasan d1tetapkan oleh penyelenggara penehtlan untuk

penel1t1an yang bersifat khusus 7
Peneht1an dapat menggunakan anggaran belanJa dan/ atau

fas111tas yang berasal dari 1 (satu) atau leb1h dari 1 (satu) ,

| penyelenggara peneht1an :
. Penehtlan dapat chlakukan dengan kontrak pene11t1an selama 1 :
\(satu) Tahun Anggaran atau meleb1h1 1 (satu) Tahun Anggaran, :‘
. Pembayaran pelaksanaan penehtlan dapat dllakukan secara
;bertahap atau sekahgus sesuai dengan kontrak penelitian.
R Pembayaran dilakukan berdasarkan produk keluaran sesual ,
: ketentuan dalam kontrak penelitian.
.‘Ketentuan lebih  lanjut mengenai pene11t1an meng1kut1 :
‘pengaturan yang dxterb1tkan ’ oleh « mentcn  yang
' menyelenggarakan urusan pemenntahan d1 bidang riset,

| ‘tcknologl dan pend1d1kan tlnggl



y G_-USAHA KECIL DAN KOPERASI, PRODUK DALAM NEGERI, DAN
PENGADAAN BERKELANJUTAN = S

‘1 Peran Serta Usaha Kecﬂ dan Koperas1 |

a.

Usaha kecil terdm atas Usaha Mlkro ; Usaha Kec11 dan

| Koperas1

. Pemerintah Daerah wa_]1b menggunakan produk usaha kecil

- serta koperasi.

Pemermtah Daerah waJ1b mengalokamkan pahng sedikit 40 %

g (empat puluh persen) dan nilai anggaran belanja barang/ Jasa
" Pemerintah Daerah ‘ |

‘Nilai paket Pcngadaan Barang/ Pekcrjaan Konstrnksi/Jasa
~ Lainnya paling banyak RpiS.OO0.000.000,00 (lima belas miliar
“rupiah), dicadangkan dan pe’runtukannya bagi usaha kecil,

kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut‘ kemampuan

teknis yang tldak dapat d1penuh1 oleh usaha kecil dan

: kopera81 . : : -
. Pemerintah Dacrah memperluas peran serta usaha kecﬂ .’

‘dengan mencantumkan barang/Jasa .produksi usaha kecil
- dalam katalog elektronik. '

Penyed1a usaha non-kecﬂ yang melaksanakan pekerjaan dapat

melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dalam -

‘bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama

| lainnya, Jlka ada usaha kecﬂ yang memxhkl kemampuan d1 :

bxdang yang bersangkutan

2 Penggunaan Produk Dalam Negen

Perangkat Daerah wa_ub menggunakan produk dalam negeri, |

termasuk rancang bangun dan perekayasaan nas1ona1

Kewapban penggunaan produk dalam negeri dilakukan Jlka

terdapat peserta yang menawarkan barang/jasa dengan nilai |
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot |

‘Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh -

persen) dan dllakukan pada tahap Perencanaan Pengadaan, |

' ~Per81apan Pengadaan, atau Pemilihan Penyedxa SR
Nilai TKDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada  huruf b :
‘mengacu pada daftar inventarisasi,barang/ jasa produksi dalam

; ne'geri yang diterbitkan. oleh‘mentari yang ‘meng_u'msi urusan

§ ‘pemerintahan di bidang pgrinduStrian. SR



d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dicantumkan

o f.

dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan Dokumen Pemilihan.,

Pengadaan barang impor dapat dila.kukan, dalam hal:
»1)” barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri;

" atau-

2) volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi
kebutuhan. ‘

Pemerintah Daerah memperbanyak pencantuman produk
dalam negeri dalam katalog elektromk

3 Preferensi Harga

©a.

Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri

 pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat

diterima.

Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa :

yang bernilai paling sedikit di atas Rpl 000. OOO 000, OO (satu

miliar rupiah).

Preferensi harga diberikan pada pcngadaan Barang dengan

ketentuan sebagai berikut : ,

1) diberikan terhadap barang yang memiliki 'TKDN paling
rendah 25% (dua puluh lima persen);

2) diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen), ‘

3) diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah
memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;

4) penetapan pemenang berdasarkan urutan hargéi terendah

 Hasil Evaluasi Akhir (HEA); | |

5) HEA dihitung dengan rumus HEA = (1 - KP) erP dengan:
KP = TKDN x preferensi tertinggi; | :

. KP adalah Koefisien Preferensi; |
HP adalah Harga Penawaran setelah koreks1 aritmatik;

6) dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan
HEA terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih
besar ditetapkan sebagai pemenang, ,

Untuk Pekerjaan Konstruksi pada metode pem1l1han Tender

Internas1onal preferensi harga diberikan paling tinggi 7,5%

(tujuh koma lima persen) kepada badan usaha nasional di atas

harga penawaran terendah dari badan usaha asing.



4. Pengadaan Berkelanjutan

a.

Pengadaan Barang/Jasa d11aksanakan dengan memperhatikan .
aspek berkelan_]utan |

Aspek berkelanjutan sebagmmana dlmaksud pada huruf a

terdiri atas:

1) aspek ekonomi meliputi - biaya produksi barang/ jasa
sepanJang usia barang/ jasa tersebut;

2) . aspek sosial meliputi pemberdayaan usaha kecil, jaminan
kondisi kerja yang adil, pembcrdayaan komunitas/usaha
lokal, kesetaraan, dan keberdgamari_; dan

3) aspek lingkungan hidup meliputi pengurangan dampak

‘negatif terhadap Kkesehatan, kualitas udara, . kualitas
tanah, kuaiitas air, dan menggunakan sumber daya alam
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan Berkelanjutan dilaksanakan oleh:

1) PA/KPA  dalam merencanakan dan menganggarkan

‘ Pengadaan Barang/Jasa,

2) PPKom dalam menyusun spesxfikam tekms/ KAK dan

rancangan kontrak dalam Penga.daan Barang/ Jasa; dan

- . 3) Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan

dalam menyusun Dokumen Pemilihan.

" H. PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

1. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektromk

o a.

c.

Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dllakukan secara

“elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem
pendukung. | | ‘ -
Pengadaan Langsung ‘menggunakan SPSE pada layanan non
tender = (transaksional) atau pencatatan non tender (non
transakswnal)

LKPP mengembangkan SPSE dan sistem pendukung

2 E-marketplace,

a.

Pengadaan : Barang/Jasa secara 'elektronik dengan
memanfaatkan E-marketplace.

E-marketplace - Pengadaan Bai‘é.ng/ Jasa  menyediakan

infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi'



- a

Kementenan/ Lembaga/ Pemenntah Daerah dan Penyedxa

o fberupa

. 1) Katalog Elektromk
' 2) Toko Daring; dan

- 3) Pemilihan Penyedia.

LKPP mempunyal kewenangan untuk mengembangkan,

: membma, mengelola, dan mengawam penyelenggaraan
4 E-marketplace Pengadaan Barang/ Jasa.
| Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan E-marketplace‘
‘ _.Pengadaan Barang/Jasa LKPP dapat bekerja sama dengan
- UKPBJ dan/ atau Pelaku Usaha. '

Dalam rangka pengembangan E-marketplace LKPP menyusun

~dan menetapkan peta jalan ,pengcmbangan‘ E-marketplace
‘ : "Pengadaan Barang/Jasa V e |
3 Ruang lingkup SPSE
; 'Ruang 11ngkup SPSE terdiri atas:

1) Perencanaan .Pengadaan,

: 2) Persi_apain Pengadaan;
3) Pemilihan Penyedia; -
- 4) 'Peylak‘sanaan Kontrak;

- 5) Ser‘ahkTerimavPékerjaan;‘

6) Pengelola‘ér; Penyedia; dan

-7 Katalog Elektronik.

SPSE ~ memiliki interkoneksi deﬁgan 81stem informasi g

'perencanaan penganggaran, pembayaran, manajemen aset,

 dan sistem 1nformas1 lain yang terka1t dengan SPSE. -

Sistem pendukung SPSE mehputl.

1) Portal Pengadaan Nas1onal

~ 2) Pengelolaan Sumber | Daya  Manusia  Pengadaan

‘Barang/Jasa;

_ 3) Pengelolaan advoka31 dan pgnyelesﬁaian~ pgrmasalahan‘

hukum, i

A 4) Pengelolaan peran serta masyarakat

5) Pengelolaan sumber daya pembelajaran, dan

‘ 6) Momtonng dan Evaluasi.



La.

4, Katalog elektronik

Katalog elektronik dapat berupa katalog elektromk nas1ona1
katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal.

Katalog elektromk sebagaimana dimaksud pada huruf a)
memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis,

TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk industri

, huau, negara asal, harga, Penyedia, dan 1nforma31 lainnya
~ terkait barang/Jasa '

Pemilihan produk yang dicantumkan ‘dalam kataiog elektronik
dilaksanakan oleh Kementenan/ Lembaga/ Pemermtah Daerah
atau LKPP. '

Pemilihan produk katalog elektromk dilakukan dengan metode:

1) Tender; atau

o 2) Negosiasi..

Ketentuan lebih lanjut mengena.l pengelolaan katalog elektromk _
diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

5. Toko Danng

‘a. barang/jasa yang ditrénsaksikan melalui Toko Daring memiliki

kriteria :

1) standar atau dapat dxstandarkan,
- 2) memilki sifat resiko rendah; dan
3) harga sudah terbentuk di pasar.

b barang/jasa yang ditransaksikan melalui Toko Danng tidak

dltayangkan pada Katalog Elektronik.

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai Toko Daring diatur dalam

Pefé.turan LKPP.

6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik
a. Kementerian / Lembaga/ Pemerintah Daerah menyelenggarakan '

fungsi layanan pengadaan secara elektronik. |
Fungsi layanan pengadaan secara elektronik meliputi:

1) ‘pengelolaan seluruh  sistem  informasi Pengadaan

Barang [/Jasa dan infrastrukturnya;

2) pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh
sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan

3) pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh

pemangku kepentingan.



LKPP menetapkan standar layanan, kapas1tas, dan keamanan

‘informasi SPSE dan sistem pendukung

LKPP melakukan pembinaan dan  pengawasan layanan

~ pengadaan secara elektronik.

.. Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi layanah pengadaan

secara elektronik diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

1. SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN

1. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa

a.

Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

1) Sumber daya Pengelola Fungsi Pehgadaan Barang/Jasa;

'2) Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem Pengadaan

Barang/Jasa; dan

| 3) Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan

Barang/Jasa.

Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa

‘sebagaimana dimaksud huruf a angka 1) merupakan sumber

daya manusia yang melaksanakan fungs1 pengadaan

barang/jasa di hngkungan Pemerintah Daerah.

.- Sumber Daya Perancang Kebuakan dan Sistem Pengadaan

Barang/Jasa sebagalmana dimaksud huruf a angka 2)

~ merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan

perancangan Kkebijakan dan sistem Pengada_an Barang/Jasa

Sumber Daya pendukung ekosistem Pengadaan Barang/Jasa

~ sebagaimana dimaksud huruf a angka 3) merupakan sumber

daya manusia yang terdiri dari berbagai keahlian tertentu

dalam mendukung pelaksanaan Pengé'daan Barang/Jasa.

..* Ketentuan mengenai Sumber Daya Manusia Pengédaan :

Barang/Jasa sebagaimana dimaksud huruf a angka 2) dan 3)
berdasarkan ketentuan perdndahg—undangan. '

Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa

‘sebagaimana dimaksud huruf a angka 1) terdiri atas

1) Pengelola Pengadaan Barang / jasa ; dan

2) Personel lainnya. -

. Pemerintah Daerah wajib memiliki Pengelola Pengadaanv.

Barang/Jasa sebagaimana dimaksud huruf f angka 1) sebagai

Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan,



“h. Pengelola Pengadaan Barang / Jasa dapat dlmgaskan sebaga1 ; e

. 'PPK, membantu tugas PA/KPA melaksanakan persxapan 4
:pencantuman ,barang/ jasa dalam katalog elektromk ‘dan
c"litugaskan‘ sebagéu Sumber Daya Pendukung 'Ekosistem
Pengadaan Barang/J asa. _

: 1 " Sumber Daya Pengelola Fungs1 Pengadaan Barang/Jasa

" berkedudukan di UKPBJ. |

5 j. Pemermtah Daerah yang waJ1b memxl1k1 Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa menyusun Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola

: ‘Pengadaan Barang /- Jasa. : o

o ’k. Dalam- hal _]umlah Pengelola Pengadaan Barang / Jasa belum -

| mencukup1 sesuai rencana aksi sebagmmana dimaksud huruf

N j, pelaksanaan tugas PeJabat Pengadaan yang tldak dapat

d11akukan oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dilakukan

'oleh Pegawm Negen S1p11 yang memiliki sert1fikat kompeter's1

_ ‘,dan / atau sertifikat keahlian tmgkat dasar di b1dangr
L Pengadaan Barang/Jasa ' ‘

1. ketentuan lebih lanjut mengenal rencana. ak31 pemenuhan L

| Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebaga1mana d1maksud

- hurufj dlatur dalam Peraturan LKPP. -

2 Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa |
~a. Kepala Daerah ‘membentuk UKPBJ mem111k1 tugas
D menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada

R Pemermtah Daerah. o i ,

b Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ UKPBJ mem1hk1

fungs1 , ‘

1) .pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa _
N 2) ' pengelolaan layanan pengadaan secara elektromk ,
3) pembmaan Sumber Daya Manusxa dan Kelembagaan
: Pengadaan Barang/Jasa | :
4 pelaksanaan pendampmgan, konsultasi, ,-rdan'/ atau -
b1mb1ngan teknis; dan ‘ [ - ‘
~5‘)‘ ‘pelaksanaan tugas lain yang d1bcr1kan oleh menten/kepala

S | ‘lembaga/ Bupati, ‘ .

—— 'UKPBJ berbentuk struktural dan dltetapkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.



o

‘K.epala UKPBJ wajib memenuhi standar. kompetensi jabatan
| yang mencakllp kompetensi teknis bidang Pengadaan

- Barang/Jasa.

Fungsi pengelolaan Iayahan pengadaan secara elektronik

'sebaga1mana dimaksud pada huruf b angka 2), dapat

dilaksanakan oleh unit kerja terp1sah

UKPBJ Pemerintah Daerah mclaksanal;an ~ peningkatan
kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ untuk

| menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

J. PENGENDALIAN DAN PELAPORAN.

1. Pengendalian.

a.

Dalam rangka pembmaan di lapangan, Pengguna Anggaran,

Pejabat Pembuat Komitmen dan PPTK bertanggung jawab

terhadap kelancaran dan hasil kegiatan.

Pejabat Pembuat Komitmen dan PPTK mengadakan bimbingan -

terhadap kelancaran kegiatan baik administrasi maupun. segi
teknis. N | | |

Monitoriﬁg dan evaluasi pelaksanaan kegiatan disesuaikan
dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan. |

Jika terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, maka-

Pe'nggunai Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK dalam

menyampaikan laporan bulanan harus menguraikan

masalah-masalah yang timbul, hal tersebut sebagau bahan E
-~ Rakor POK.

Dalam rangka pembinaan dan pcngen&alian pelaksanaan

APBD, Bupati Up. Tim Pembina, Pengendali dan }Koordinasiv

Kegiatan APBD melaksanakan pembinaan dan pengendalian
yang dikoordinir oleh Bagian Administrasi Pembangunan Setda
Kabupaten Karanganyaf sesuai dengan Tupoksinya. |

Atas dasar laporan bulanan dan Pengguna Anggaran kepada

Bupati cq. Bagiany Administrasi Pcmbangunan Sekretariat

Daerah selaku pcngendah dapat mcng1kut1 keglatan secara
menyeluruh = | _

Jika timbul ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan,
Tim Pembina APBD up. Kepala Bag1an Administrasi

~ Pembangunan  Sekretariat Daerah selaku ' pengendali

menginventarisir atas dasar 'laporan yang masuk untul-



n.

 diadakan pemecahannya melalui koordinaSi Tim Pembina’, |
Pengendali dan Koordinasi Kegiatan APBD dan hasilnya
_ dilaporkan kepada Bupati. - '

Perubahan rincian kegiatan dapé.t dilakukan dengan tidak
merubah kode rekening yang telah d1tetapkan dalam DPA
setelah mendapat persetujuan dari TAPD.

Apabila ada perubahan harga tidak sesuai dengan Standar
Satuan Harga yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati,

- harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Ketua Tim .

Standar Satuan Harga Kabupaten Karanganyar.
Penggunaan Dana Belanja Tidak Langsung dltetapkan dengan
Surat Keputusan Bupati Karanganyar ‘ »
Pelaksanaan ~Rakor ~POK  Terpadu  diselenggarakan
minimal/ sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
Tim Pembina dapat melaksanakan kegiatannya melalui
pemantauan, nionitoring, evaluasi dan tinjauan lapangan
sesuai jadwal yang ditentukan. | | |
Maksud dan Tujuan Rakor POK :
1) Mengéndalik.an p‘eiaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019
yang ada di Wilayah Kabupaten Karanganyar. |
2) Inventarisasi  permasalahan pembangunah secara
menyeluruh yéng timbul dan pemecahan masalahnya.
3) Peningkaté.n pcngaWasan | pelaksanaan kegiatan dalam
- rangka mencapai: o
- a) tepat waktu;
b} tepat mutu; .
" ¢c) tepat administrasi; dan
d) tepat sasaran dan tepat manfaat
Penyajian laporan dalam Rakor POK.
,'1) Pada waktu Rakor POK Pengguna Anggaran, Pejabat
Pembuat Komitmen/PPTK = diminta untuk mengadakan -

paparan pelaksanaan kegiatan yang menJad1 tanggung
_]awabnya bila diperlukan.

2) ‘Materi paparan antara lain meliputi :

- a) kemajuan ﬁsxk maupun keuangan sampaJ dengan bulan
laporan,




b) visualisasi laporan dalam bentuk sarang laba-laba;

c) menyampaikan masalah yang timbul/ ditemui dalam

. pelaksanaan keglatan, langkah yang telah d1tempuh dan
- upaya penyelesalan lebih lanjut; _

' 'd)"langkah/upaya penyelesaian menjadi pedoman bagi
o kegiatan lain' yang ‘mempunyai permasalahan yang
sama; dan | ‘ |
o e) J1ka dipandang perlu, terhadap hasil rakor POK tersebut

dapat dmndaklanjuu penmjauan lapangan.

2 Pelaporan

o

b)

Pengguna Anggaran menyusun dan menyampsukan laporan
bulanan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya,

mengenai perkembangan dan kemajuan fisik/keuangan

kegiatan/pekerjaan yang dikelolanya kepada Bupati melalui

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah,

~ dengan tembusan kepada :

1) Inspektorat Daerah;

2) Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan, dan .

3) Badan Keuangan Daerah.
Kepala Baglan‘ Administrasi Pembangunan sesuai dengan
fungsinya ‘mengolah laporan tersebut" sebagai ~ bahan

pengendahan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/ pekerjaan.

Kepala Bagian Admmlstram Pembangunan Sekretariat Daerah |

menyiapkan laporan bulanan dari Bupati kepada Gubernur

- paling lambat tanggal 10 pada bulan benkutnya apablla

d1per1ukan

K. PENYERAHAN HASIL KEGIATAN/PEKERJAAN.

1.

Pada tanggal penyerahan hasil pekerjé.an sesuai dengan
pérjanjian/ kontrak pekerjaan dengan ketentuan paling lambat

tanggal 31 Desember (tutup tahun anggaran), semua kegiatah |

harus sudah selesai 100% (seratus persén) baik fisik maupun

keuangannya.

- 2. Penyerahan pelaksanaan kegiatan diatur sebagai berikut:

a. PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA;



b PA menyerahkan aset hasil keglatan kepada Bupati dengan
Benta Acara Penyerahan dengan tembusan:
1) Inspektur Daerah; dan
2) Kepala Badan Kcuangan Daerah;
- c. atas dasar Berité. Acara Penyerahan dari Pengguna Anggaran
: kepada Bupati, Kepala Badan Keuangan Daerah sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi membuat . Berita. Acara
‘penyerahan aset - tersebut dari Bupati kepadé. Perangkat
Daerah pengguna untuk dimanfaatkan dan dipelihara dengan
~ baik. ; ’ A
3. Penyefahan aset hasil kegiatan tersebut dia'tur. sebagai berikut:
a. penyerahan aset hasil kegiatan tersebut dapat diserahkan
secara kumulatif jenis kegiatan pada Perangkat Daerah;
~ b. dalam penyerahan aset hé.sil kegiatan agar berpedoman p'ada ‘
‘ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014‘, tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daérah beserta
perubahannya dan Peraturan Dacrah Kabupaten Karanganyar
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang M111k
Daerah serta peraturan pelaksanaannya, dan
’}c'. segala biaya yang timbul akibat. penyelesaian administrasi
penyerahan aset hasil kegiatan dibebankan pada anggaran

keg1atan yang bersangkutan

L. PEMANFAATAN SISA ANGGARAN KONTRAKTUAL.
1. S1sa Anggaran Kontraktual adalah nilai selisih antara alokasi
_ .an_ggaran keluaran (output) yang tercantum dalam DPA dengan
‘nilai kontrak pengadaan barang/ jasa untuk menghasilkan
~ keluaran (output) sesuai dengan volume keluaran ‘(output) yang
ditetapkan dalam DPA. | ' |
2. Sisa Anggaran Kontraktual dapat dlmanfaatkan dengan syarat :
a. seluruh target volume keluaran (output) yang tercantum dalam
; DPA telah terpenuhl,
b. penambahan keluaran (output) untuk mendukung optimalisasi
dari target (keluaran) yang telah ditetapkan; dan
s pemanfaatan anggaran atau penambahan nilai kontrak tidak
melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak apabila
tersedia cukup anggaran di dalam DPA;



Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual dllaksanakan ~ dalam

- tahun anggaran berjalan.

Pembayaran prestasi pekerjaan atas pemanfaatan Sisa Anggaran

- Kontraktual dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

M. PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN

1.

Pembayaran prestasi peker_]aan dilakukan oleh Pejabat Pembuat

‘Komitmen (PPK) berdasarkan hasil pemer1ksaan/perh1tungan

bersama yang dilakukan antara Penyedia dan PPK.

Apabila dari hasil pemeriksaan 'prest&éi pekerjaan terdapat

s ketidaksgsuaiaﬁ kuantitas (volume) maupun kualitas (spesifikasi)

~ dengan kontrak awal, PPK merekomendasikan untuk memenuhi

kekufangan volume  pekerjaan dan/atau  memperbaiki

 ketidaksesuaian spesifikasi sampai dengan terpenuhinya batas

~ toleransi teknis tersebut dalam satu kurun waktu kontrak.

. Apabila kurun waktu kontrak telah berakhir, maka pembayaran
: prestasi pekerjaan langsung diperhitungkan dengan kekurangan

. volume maupun kesamaan spesifikasi sepanjang memenubhi batas

toleran31 teknis kuahtas dan dituangkan dalam Berita Acara
Pembayaran ‘

Hasil pemenksaan/ perhltungan akhir prestas1 pekerjaan
dituangkan dalam - Surat Perjanjian (Kontra.k) Addendum
Akhir/Penutup (Final Contract). Perh1t11ngan dilaksanakan untuk

" setiap item pekerjaan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar

untuk menetapkan kemajuan hasil pekerjaan akhir serta dasar

penagihan pembayaran akhir kepada Penyedia.




| BAB VI
PEDOMAN DALAM PELAKSANAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

A UMUM
| 'Periyelenggaraan Hibah dan Bantuan Sosial niendasarkan pada
ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10
Tahun 2018 tentang Hibah dan Bantuan Sosial. Peraturan Daerah
tersebut mengamanatkan agar Bupati mengatur mengenm ..
1. batasan hibah terkait, besaran dan penggunaan dana hibah, serta'
jumlah dan jenis Barang yang dapat dihibahkan.
2. ketentuan teknis penyaluran /'pcnyerahan hibah;
3. Pelaporan dan pertanggungjawaban Hibah serta kelengkapan
-dokumen hibah; dan '
4. tata cara usulan Bantuan Sosial dari Kepala Perangkat Daerah
| kepada Bupati. ' |
, Sehubungain dengan‘ hal tersebut, maka untuk pedoman dalam
pelaksanaan H1bah dan Bantuan Sosml perlu diatur dalam Pedoman

,pelaksanaan ini.

B. HIBAH
1., Batasan Hibah
a. Kepala Perangkat Daerah menentukan kriteria Penerima
Hibah yang dldasarkan pada pcrtlmbangan obyektif dan

teknis. : : : .
b. Yang dimaksud pertimbangan obycktif adalah: 4
| 1) Persyaratan umum penerima hibah berdasarkan peraturan
‘ pefundang-undgngan; dan |
-2) Alokasi dan kemampuan Keuangan Daerah.
c Yang dimaksud pemmbangan teknis adalah:
A 1) Persyaratan teknis penerima hibah berdasarkan kntena
sesuai bldang yang ditentukan oleh Kepala Perangkat
Daerah; dan

2) Urgen81 dan kebutuhan lokal terkait hal—hal teknis sesua1
kondisi di Daerah. ‘ .

d. Kepala Perangkat Daerah menetapkan alokasi, bétasan

besaran/nominal jumlah‘ dana, alokasi ‘penggtinaan ddna,

| jumlah dan jenis Barang/Jasa, dengan memperhatikan:




1) Cakupan layanan hibah selama ini; -

a.

2) Kemampuan Keuangan 'Daerah'
3) Kebutuhan kontekstual masyarakat dan

' 4) Pertimbangan lalnnya
- Pengaturan sebagaimana d1maksud pada huruf a, sampai

dengan huruf d dituangkan dalam Keputusan Kepala

| Perangkat Daerah tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Hlbah

di lingkungan Perangkaf Daerah yang bersangkutan

. Ketentuan Teknis Penyaluran dan Penyerahan Hibah

Pemohon Hibah mengajukan permohonan Hibah kepada
Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pada Tahun-1.
Kepala Perangkat Daerah melakukan rekap1tu1a81 dan

1nventansas1 untuk mengajukan rekomendasi kepada TAPD.

TAPD memberikan Pertimbangan _terh_adap rekomendasi

Kepalé. Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Bupati.

Berdasarkan persetujuan Bupati terhadap Pertimbangan

TAPD, disampaikan Daftar Penerima Hibah untuk

“perhitungan KUA/PPAS APBD Tahun Anggaran yang akan

datang (T). _

Setelah APBD d1undangkan, Kepala Perangkat Daerah
me:nyampalkan kepada Pemohon yang disetujui masuk dalam
Penjabaran APBD Tahun Anégaran Berjalan.

' Pemohon meléngkapi persyaratan sesuai Petunjuk Teknis

Kepala Perangkat Daerah.

Kepala Perangkat Daerah menga_]ukan penetapan Keputusan
Bupati terhadap daftar penerima hibah yang telah memenuhi
syarat. | , ‘ , ‘
Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada
huruf g, disusun Naskah Pexjan_]lan Hibah Daerah (NPHD)
yang dltandatangam oleh Kepala Perangkat Daerah selaku
Pengguna Anggaran dan Penerima Hibah.

.~ Bersamaan dengan NPHD sebagaimana dimaksud pada huruf
' h ditandatangani pula Berita Acara Serah terima Hibah.

Pelaporan dan Pertangcung]awaban Hibah

a

Kepala Perangkat Daerah mempcrtanggung)awabka.n Hlbah
sesuai dengan kctentuan penatausahaan kcuangan beah




b _Kepala’ ‘Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan
penyéluran Hibah kepada Bupati. o '
c. Penerima Hlbah mempertanggun.awabkan Hlbah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
_ 4,  Ketentuan 1eb1h lanjut berpedoma.n pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang- Pedoman Tekms

Pengelolaan Keuangan

C. BANTUAN SOSIAL .
1. Kriteria Bantuan Sosial
a. Tujuan pengguhaan bantuan sosial adalah:
1) Rehabilitasi sosial; '
2) Perlindungan sosial;
3)- Pemberdayaan sbSial;
| 4) . Jaminan sosial; . |
| 5) Penanggulangan kemlskman, dan
" 6) Penanggulangan bencana. -

b, Kepala Perangkat Déer’ah menentukan kriteria Penerima
Hibah 'y'ang didasarkan pada pertimbanganA obyektif dan
yvtqknig sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Pengaturan sebagaimana. dimaksud pada huruf b, sampai
dengan_ ‘hui'uf d dituangkan dalam Keputusan Kepala
, Perangkat Daerah tentang Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan 'Sosial di lingkungan Perangkat Daerah yang
bersangkutan. A P k, L

‘2. Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosml : »
a. Pemohon Bantuan Sosml mengajukah permohonan kepada
| Bupati melalu1 Kepala Perangkat Daerah pada Tahun-1; .

b. Kepala Perangkat Daerah melakukan  rekapitulasi dan

, inventarisasi untukmengajukan rekomendasi kepada TAPD;

- c TAPD memberikan Pértimbangan terhadép rekomendasi
Kepala Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Bupati;

d. Berdasarkan persetujuan }Bupatri.v terhadap Perﬁmbangan

~ TAPD, disampaikan Daftar Penerima Bantuan Sosial untuk
| perh1tungan KUA/PPAS APBD Tahun Anggaran yang akan
datang (T);




Setelah APBD diundangkan, Kepala Perangkat Daerah
- menyampaikan kepada Pemohon yang disetujui masuk dalam
Penjabaran APBD Tahun Anggaran Berjalan;

.* Pemohon melengkapi persyaratan sesuai PetunJuk Teknis

Kepala Perangkat Daerah;

. Penetapan penerima bantuan sosial d1tetapkan dengan
Keputusan Bupati; . \
Untuk kegiatan penanggulangan bencana Alam yang bersifat -
darurat diatur dalam ketentuan terseridiri._

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud huruf
g, Kepala Perangkat Daerah ményalurkén Bantuan Sosial
dengan Berita Acara Penyerahan yang ditandatangani Kepala
Perangkat Daerah dengan Penerima Bantuan.

Ketentuan lebih lanjut berpedomah pada Péfaturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tcntang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan




, BAB VIII C
ORMAT LAPORAN PELAKSAN.. - | KEGIATAN

Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan terdir: - ari:

1.

‘La’poran Realisasi Pelak.,unaan ‘Peker; :aan / Ke. :atan bes rradaan‘

Barang /jasa Meia:it «w‘dla . _
Realisasi Perkemluigan pelai‘ -naan pekesasn/Kegiatan 7'hun
Anggaran‘;‘....;.' ...... di Kabupatc:. “ranganyar.

Reahsas1 Penggunaan Dana Peker_]aan/Keglatan Tahun Anggaran

iviie: D Kabupaten Karanganyar.

Masalah/ Hambatan = yang ditemui dalam  Pelaksanaan

Pekerjaan/Kegiatan serta - usaha yang d: ?;akukan ‘dan atau

| disarankan untuk mengatasi.

5. Fcrihﬁf Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.

. Formut Surat Keterangan Penyerahan Pekexja - Selesai Masa "
‘Pemehharaan , |
Format Berita Acara Serah Tc. :ma H "?:'erjaan untuk yang ,

Pertama / Kedua

Format permgatan keterlambatan pekerjaan




1. Penyedia ‘Barang/Jasa telah melaksanakan pekerjaan
| dimaksud dengan baik sesuau dengan Rencana Kerja dan
Syarat-syarat (RKS) dan perJanjlan pemborongan
2. Hasil pemeriksaan kondls1 fisik pekexjaan telah mencapau .......
% (sebagaumana terlamplr)
3.  Berdasarkan pemeriksaan hasﬂ peker_]aan tersebut, rnaka'

, pe_laksanaan pekerjaan ..........ccoeeeenen veveraeens yang dilakukan
oleh iiiiiiiiiniiiniineee dinyatakan dapat diterima dan sclanJutnya
dapat dllakukan serah tenma hasil pekexjaan "

Demikiah Berita Acara ini dibuat menurut keadaan yang

sebenarnya kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Untﬁk dan atas nama Penyedia | Pejabat Pembuat Komitmen ,
| Penyedia Jasa (CV/PT) |

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo



Format tersebut diatas, diatur sebagéi berikut:

1. FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN
PENGADAAN BARANG / JASA MELALUI PENYEDIA

. PERANGKAT DAERAH

NIP.

SUMBER DANA
S/D TUTUP BULAN v |
DANA ) PELAKSANAAN DIKERJAKAN
o KODE REKENING DPA LOKASI [~ OLEH o ok
‘ / NAMA KEGIATAN | °* | KEGIATAN | MULAI | SELESAI | (CV/PT/Swak selafian
b. KONTRAK e
elola/dll)
Karanganyar,
Kepala ...................................




2 FORMAT REALISASI 'PERKEMBANGAN PELAKSANAAN |

PEKERJAAN/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN........... DI KABUPATEN
KARANGANYAR ~ LAPORAN  PERKEMBANGAN  PELAKSANAAN
PEKERJAAN ~ |
PERANGKAT DAERAH

SUMBER DANA

S/D TUTUP BULAN = : -

NO | KODE REKENING ,/ | DANA (RP)} | REALISAS] PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN /

NAMA a. DPA ' KEGIATAN SAMPA! DENGAN BULAN
KEGIATAN b. - KONTRAK : : | AGU .
. ~ | JANR | PEBR | wies | wisnin aus SEPT_ DSM?
A A Al
B (€ B |CHB J Cha DF B |C
s | D

JUMLAH/RATA-RATA

A. Persentase Target Pelaksanaan Kegiatan (diisi sampai dengan akhir tahun) Pengguna -
Anggaran

B. Persentasc Reahsam Pelaksanaan chiatan (fisik maupun non fisik, ‘diisi kumulatif
- sampai bulan yang bersangkutan)
" C. Persentase target keuangan. (sudah diisi sampai dengan akhir tahun) ,

D. Persentase SPJ dari total dana (diisi kumulatif sampai bulan yang bersangkutan)

» . Jumlah/Rata-rata harus diisi

*  Target kegiatan & keuangan harus sudah diisi sampai akhir tahun/anggaran

~ Karanganyar, . |
" chala .00.0.0.......!0000‘0;".0’.'000!00.

NIP.|ooool;uoccoo;iloctoctn;oou

I

i




3. FORMAT REALISASI PENGGUNAAN DANA PEKERJAAN/KEGIATAN
- TAHUN ANGGARAN ......... DI KABUPATEN KARANGANYAR

. PERANGKAT DAERAH

 SUMBERDANA
§/DTUTUPBULAN

— [ Dama —seD s ' Real
KODE REKENING | (Rp) - s | Buanini [ sid [ % | sd | Buanini| sd | % | kegiata
| /NAMA . ) aDpa | Buan (Rp) .| Bulanini ~Buen | (Rp) | Bulanini 1 n%

KEGIATAN | bKontra | 4, @p) 1 R | JwRe ] | R
T IUMLAR

'K*aranganyar, B

" NIP.




| 4. FORMAT MASALAH / HAMBATAN YANG DITEMUI DALAM
 PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN SERTA USAHA YANG
- DILAKUKAN DAN ATAU DISARANKAN UNTUK MENGATASI

 PERANGKAT DAERAH

- SUMBERDANA
~ TAHUN ANGGARAN
~ S/D TUTUP BULAN
R - | USAHA yaNG | APAKAH MASIH DIPERLUKAN
KODE | URAIAN/RINCIAN |- i - ~ TINDAK LANJUT
REKENING/ | MASALAH(KAPAN | 00 o T OLEH SIAPA
NAMA | DANAPA V | (NsTANSI YANG
IATAN MasaLAHNya) | (CAPANDANAPA/] YA |TDK| o ) RAPKANDABAT
KEGIATA « ,) |  BAGAIMANAj R B L
: o I o MEMBANTU)
" Karanganyar, 2020

NIP.




5. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

TAHUN............ KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOL...rveeneen. ceerreereerrenes |
‘Pada hari ini ... tanggal et e . bulan
B SN tahun dua ribu ......cceciveiniiinnnn. ) yang bertanda

tangah dibawah ini

Nama .....
NIP. e, vt siasessessasess
Jabatan :Pejabat Pembuat Komitmen .......oceeriervereninn.

Yang:  ditetapkan  dengan Ke'putusa:i PA/KPA Nomor
e tahun ........., telah mengadakan Pemeriksaan
hasil pekerjaan yang berupa : - '

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Yang dikerjakan oleh ..... sereiesireseiaes - glamat ....... eviersnarsrinnensenans
‘b’erdasarkran perjanjian Nomor - ... eereeness tanggal
ereens oo d engah ~Surat Perintah Kerja nomor
eeresiennresieenreiadons tanggal  .ioveieecierinieresennn, dengan biaya
sebesar Rp........... it (coerreeesrrnreecsons Ceevervasee NI ).

Setelah dilakukan pemeriksaan hasil pekexj‘aan di lapangan, maka
Hasil Pekerjaan berkesimpulan sebagai berikut: |



6. FORMAT SURAT KETERANGAN PENYERAHAN PEKERJAAN SELESAI
MASA PEMELIHARAAN

‘Yang bertanda tangan dibawah ini :

ANavmav - BT
~ Jabatan - ‘ : Konsultan Pengawas

~ Penyedia. i CV/PTaiiins

Dengan ini menerangkan sebenarnya bahwa pelaksanaan Pekerjaan
verersessnessaessanessnenesss  Kabupaten Karanganyar sumber dana APBD
v Kabupaten Karanganyar Tahun ‘Anggaran ........... yang dilaksanakah oleh
| CV/PT.coivieiinininnnnnn, beralamatkan.................;.L ........................
| .bei'dasa"r_kan' Pérjanjian (kontrak) Nomor :i...cceeeenn evereesseenes Tan'ggal
R SR dan Surat Perintah Mulai Kerja {( SPMK )} Nomor

ererereenennes SRRSO Tanggal.......coceevernennne - dengan Dbiaya sebesar

Maéa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender telah
berakhir dan segala kerusakan yang terjadi seiama masa pemeliharaan
: telah dikerjakan sesua1 dcngan ketentuan yang bcrlaku kemudian
mempert1mbangkan hal" tersebut maka pekerjaan dlmaksud layak
d1serahkan untuk yang Ke .eeeeieeeiieenne

Demikién untuk menjadikan periksa - dan sebagai pertimbangan

selanjutnya.

CV/PT....ccon....
KONSULTAN PENGAWAS
(rerererersirmsesnnasressnse )



7. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN |
 UNTUK YANG PERTAMA/ KEDUA

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN KEGIATAN
APBD TAHUN............ . KABUPATEN KARANGANYAR

UNTUKYANG : PERTAMA / KEDUA
Pada hari ini eereerenrens .. tanggal ........... veereesse bulan

e, tahun dua ribu .....ceeenes , yang bertandatangan
~dibawah ini : | |

1. Nama - L Disbrsicetsaerarsneneisesireisssnnnessosnens evreeenne R
| Jabatén - : Direktur CV. / PT.

. Alamat L erveeresnnesteneerianertnesennnns et o

Dalam hal ini bértindak untuk dan atas namé perusahaan
tersebut diatas Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama

~ NIP. s aens st snies |
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen......coovvvevinvenenes .
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
NOMOL...ccvveerreen  tangEAl .ueeceieeeeiinesiienienesenns untuk paket

vpengadaan pekerjaan ..o, vesieseceieseirninsanene *) :
' Pada hari dan tanggal tersebut diatas bcrsama.—sama mengadakan

serah terima pekerjaan kegiatan Dana APBD tahun .............
- sebagai berikut: ‘ ‘

- Pasal 1
 PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA untuk yang
_pertama / kedua kali **), hasil pelaksanaan kegiatan dana APBD |

tahun ......... Kabupaten Karanganyar, yang berupa:

.l.b.i'..lllllll.'ll..lll0.‘.'Q"I..Il.|l00ll0'COl.l..ilﬂll'llltlbl.ll{ llllllllllllllllllllll



: :Yar‘ig ‘di‘kerjaka’n oleh S éklan’lat’

,bgrdasarkan PerJanJ1an Pemborongan nomor

L N Y T Y X T Y TR

......................

tanggal ... dengan Surat Penntah Kerja nomor

e tanggal i, . dengan biaya sebesar

Rp i, O U ST SO iviteesesesesses )
Pasal 2

PIHAK KEDUA sebagalmana d1maksud dalam Pasal 1 telah

‘menerima penyerahan yang pertama/‘kedua**) dan PIHAK KESATU

~hasil pelaksanaan pekerjaan kegiatan APBD tahun .........

v | : Kébupaten Karanganyar tersebut pasal 1 di atas dengan baik,
i wlf\lengkap dan dapat dlpertanggung]awabkan mengenal teknis dan

i 'kuahtasnya sesuai ketentuan yang berlaku

PaSal 3

i ‘Berdasarkan Pasal Per_lanjlan Pemborongan Nomor .......
tanggal P IENEIN ...... maka biaya pemehharaan dan pelaksanaan

perba1kan dalam ‘masa pemeliharaan tcrhltung mulai tanggal'
" vieeree..o Sampai dengan tanggal seievseseshed men_]ad1 tanggung jawab
\ PIHAK KESATU. | ;

Dem1k1an Benta Acara ini dlbuat dan d1tandatangam ,

pada hari dan ‘tanggal tersebut di atas kemudian untuk dapat

' d1pergunakan sebagalmana mestmya

| YANG"MENERIMA_* ~ YANG MENYERAHKAN

PIHAKKEDUA :  PIHAKKESATU :
Pejabat Pembuat Komitmen o D1rektur PT / CV. oo

' Paket Pekerjaan...i_ .....

"

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Klausul ini hanya dltuangkan dalam Benta Acara Serah Tenma

,Hasﬂ Pekerjaan untuk yang: pertama kali,

**) P111h salah satu



D

8. FORMAT PERINGATAN KETERLAMBATAN PEKERJAAN

KOP DINAS

Nomor
‘Sifat -
- Lampiran:
: Peringatan Percepatan Pekerjaan Yth : Direktur/PT ............

Perihal

[/ - Tempat : ..ccoeeieiiennnne.

: Penting

...... | Kepada:

(R Pelaksana
| ' ' Kegiatan............. s
Di
Tempat

Memperhatikan Surat Perjanjian (kontrak) Kegiatan......
................................... dengan NOmOTr @ .....ccoiviiviiiiiiiiinienniniiieanns
Tanggal ....... SO Berdasarkan Jadwal pelaksanaan (time
Schedule) kemajuan pekerjaan ((...ocoveiiiiiiiiiiieninie. ) seharusnya
Sudah mencapai ........ %. Namun = dari hasil pengamatan dan
Penghitungan volume di lapangan kemajuan fisik pekerjaan
Saudara sampai saat ini baru mencapai ...... %.

Oleh karena itu kami minta saudara segera untuk
mengejar keterlambatan pekerjaan, agar tepat waktu dan mutu
pekerjaan dan pekerjaan dapat sesuai dengan yang telah
ditentukan. '

Demikian surat ini dibuat sebagal peringatan untuk
dilaksanakan dengan sebaik baiknya. Atas perhatiannya
diucapkan terima kasih.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

»Tembusan

1. Bupati (sebagai laporan)

- 2. Kepala DPU PR

Sebagai Pengguna Anggaran
3. Pejabat Pelaksana Teknis Keglatan
4. Pengawas Lapangan

5. Arsip

BUPATI KARANGANYAR,

Ttd.

JULIYATMONO




